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DENGAN BAIL REQUEST (ARTICLE 89-100, THE CODE OF CRIMINAL 
PROCEDURE OF JAPAN, ACT NO. 131 OF 1949 REVISED ACT NO. 36 OF 
2006). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai persamaan dan 
perbedaan pengaturan penangguhsan penahanan menurut kuhap dengan bail 
request (article 89-100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 
1949 revised act no. 36 of 2006) serta kelebihan dan kelemahan pengaturan 
penangguhan penahanan menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the 
code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 
2006). 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif besifat preskriptif, 
menemukan hukum in concreto ada tidaknya persamaan dan perbedaan serta 
kelebihan dan kelemahan pengaturan penangguhan penahanan menurut KUHAP 
diperbandingkan dengan The Code of Criminal Procedure of Japan, Act no. 131 
of 1949 Revised Act no. 36 of 2006. Jenis data yang digunakan yaitu data 
sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan cyber media. Teknik Pengumpulan data yang 
digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan 
teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan 
kemudian memperbandingkan serta menghubungkan dengan teori yang 
berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, 
persamaannya kesatu bahwa sama-sama mengatur mengenai pengajuan 
permohonan penangguhan penahanan. Kedua bertujuan untuk melindungi hak 
asasi manusia. Ketiga berakhirnya penangguhan karena adanya “wanprestasi“ dari 
tersangka. Berfungsi. Perbedaannya kesatu  proses beracara pidana berbeda, kedua 
kewenangan yang memberikan penangguhan. Ketiga perbedaan jenis jaminan. 
Kelebihan penangguhan menurut KUHAP kesatu telah mengatur secara lengkap 
mengenai landasan yuridis penangguhan. Kelemahannya penangguhan penahanan 
dapat diproses ketika ada permohonan dari tersangka atau pihak ketiga. Kelebihan 
bail request dalam criminal procedure code of Japan berada pada kewenangan 
hakim yang yang bertindak sebagai investigating judge. Kelemahannya 
penangguhan penahanan baru dapat dilaksanakan ketika telah dibayar dengan 
lunas perikatan bail request yang diminta. Hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi 
pembebasan tersangka atau terdakwa 
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BAB I.  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Pemberlakuan hukum pidana tidak terlepas dari adanya tindakan upaya 
paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk 
melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan pemeriksaan dan 
pembuktian atas tuduhan yang disangkakan kepada individu yang melakukan 
tindak pidana. Sedangkan menahan ataupun menangkap seseorang merupakan 
tindakan upaya paksa "menghilangkan kebebasan bergerak" seseorang yang 
secara jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya 
dilindungi aparat penegak hukum.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana menjadi suatu terobosan dan pembaharuan sebagai rule aparat untuk 
melakukan upaya paksa agar tetap menjamin pelaksanaan upaya paksa tidak 
mengesampingkan hak asasi manusia. Karena sebelum berlakunya KUHAP, 
Indonesia masih berkiblat dan menggunakan Het Herziene Inlandsch Reglement 
(HIR) sebagai warisan dari hukum kolonial Belanda yang menjadikan tersangka 
sebagai suatu obyek hukum. 
Sistem hukum akusatur yang dianut oleh KUHAP sekarang, menuntut untuk 
diberikan perlindungan HAM bagi tiap-tiap individu dan penerapan asas 
presumption of innocence dalam memperlakukan seseorang yang diduga 
melakukan tindak pidana. Dan berbicara mengenai hak asasi tiap-tiap individu, 
pengakuan terhadap HAM secara universal telah didapat dari masyarakat dunia. 
Dalam piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) hak-hak ini telah diakui secara 
universal. Beberapa Pasal dengan spesifik menggambarkan hak-hak tersebut, 
antara lain yang adalah : 
Article 13.(1) : 
Everyone has the right to freedom of movement and residence within 






(1) Everyone has the right to own property alone as well as in 
association. 
 
(2) No one shall be arbitralily deprived of his property 
(www.google.search+piagam pbb+html) 
 
Meskipun KUHAP memberikan jaminan perlindungan HAM, tidak serta 
merta seorang tersangka dapat dengan mudahnya lolos dari proses hukum 
meskipun telah dianut asas praduga tidak bersalah. Di dalam hukum formil (Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana), bahwa menghilangkan kemerdekaan 
seseorang tidak merupakan  suatu keharusan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Namun ada kalanya, demi kepentingan untuk  menemukan kebenaran 
yang sebenar-benarnya dari suatu peristiwa, kebebasan bergerak dari seseorang 
individu perlu dibatasi (M. Nurachman Adikusumo, 2: 2009). 
 Jadi meskipun ada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, 
harus tetap diperlakukan tidak bersalah sampai ada putusan yang inkracht, namun 
demi kepentingan mencari suatu kebenaran pelaksanaan upaya paksa tidak dapat 
dihindari jika hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan, karena perlu diketahui 
bahwa terjadinya tindak pidana pastinya telah timbul adanya pelanggaran HAM 
yang lebih besar di masyarakat. Untuk mengembalikan keseimbangan di dalam 
masyarakat tersebut, maka perlu ditegakkannya hukum terhadap seseorang yang 
telah menimbulkan tindak pidana di dalam masyarakat tersebut. 
Jika suatu ketika seorang tersangka dan atau terdakwa yang telah ditangkap 
dan ditahan berdasarkan surat perintah atau persangkaan yang dituduhkan 
terhadapnya, maka menjadi pertanyaan adalah kapankah tersangka dan atau 
terdakwa tersebut dapat dibebaskan sementara menunggu proses persidangannya? 
Di dalam proses penantian ini lah kepastian hukum seorang tersangka dan atau 
terdakwa di langgar. 
Oleh karena itu penyidik berdasarkan Pasal 54  KUHAP, seharusnya selalu 
menekankan untuk mempertanyakan apakah tersangka tersebut didampingi oleh 
penasihat hukum dan memiliki hak untuk tetap diam sampai ada penasihat 
hukumnya. Dengan hadirnya penasihat hukum yang lebih paham jika berhadapan 
dengan hukum, maka hak seorang tersangka lebih terjamin dapat diperjuangkan. 
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Terlebih jika penasihat hukum mengarahkan kepada tersangka dan atau terdakwa 
untuk meminta penangguhan penahanan berdasar Pasal 31 KUHAP.  
Di dalam sistem hukum yang berkembang di Jepang terdapat keunikan yang 
membuat penulis tertarik untuk memperbandingkannya dengan konsep yang ada 
dalam KUHAP. Salah satunya mengenai sistem hukum yang dianut di Jepang 
merupakan campuran dari perpaduan sistem hukum Perancis dan sistem hukum 
Inggris-Amerika. Meskipun merupakan perpaduan diantaranya, secara umum 
Jepang menganut sistem hukum eropa kontinental yang memiliki kesamaan 
dengan sistem hukum yang berkembang di Indonesia.  
Merujuk pada penelitian yang dipaparkan oleh M. Nurachman Adikusumo, 
di dalam KUHAP khususnya dalam hal penangguhan penahanan, menunjukan 
bahwa subyektifitas kewenangan yang dimiliki penegak hukum dalam pemberian 
penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa adalah menjadi dasar 
hukum untuk menjalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang 
maupun untuk melakukan penafsiran (pertimbangan) tersendiri ( M. Nurachman 
Adikusumo, 3: 2009). Akibat ketidakjelasan dan ketiadaan hukum yang mengatur 
secara lebih lanjut mengenai penangguhan penahanan, pada akhirnya dapat 
menimbulkan tujuan yang tidak jelas karena tidak adanya standar prosedur 
pertimbangan yang jelas. Di dalam The Code Of Criminal Procedure Of Japan 
pemberian bail request (jaminan) sebagai syarat untuk penangguhan penahanan 
telah diatur secara rijid ketentuan pemberlakuan penangguhan penahanan di dalam 
Pasal 89 The Code Of Criminal Procedure Of Japan.  
Pemberlakuan penangguhan penahanan disertai dengan jaminan diatur di 
dalam Pasal 89 yang pada pokoknya, bahwa dapat dikabulkan oleh hakim 
jaminan untuk penangguhan penahanan dengan pengecualian : 
1) terdakwa telah didakwa dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup 
atau jangka waktu minimum satu tahun atau lebih;  
2) terdakwa sebelumnya dihukum karena suatu tindak pidana dengan hukuman 
mati, atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu maksimum lebih 
dari 10 tahun;  
3)  terdakwa telah terbiasa melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara selama jangka waktu maksimal 3 tahun atau lebih;  
4)  ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa dapat merusak bukti;  
5) ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa bisa melukai tubuh atau kerusakan 
milik korban atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang 
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diperlukan untuk sidang; kasus ini, atau mungkin melakukan tindakan 
mengancam terhadap dirinya, atau  
6) nama atau tempat tinggal terdakwa tidak diketahui. (The Code Of Criminal 
Procedure Of Japan) 
 
Meskipun sama-sama memiliki sistem hukum yang berkiblat pada sistem 
hukum eropa kontinental namun di dalam proses persidangan dan dalam 
penentuan keputusan tidak hanya bergantung pada kehendak hakim saja, namun 
keunikan dalam proses persidangan di Jepang dikenal juga adanya Saiban-in. 
Saiban-in adalah prosedur beracara pidana yang baru diperkenalkan di dalam 
sistem hukum Jepang dan telah diberlakukan sejak 21 Mei 2009, sistem tersebut 
memungkinkan anggota masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses 
pidana dan menilai kasus pidana. Perlu diketahui bahwa saiban-in berbeda juga 
dengan apa yang dinamakan dengan juri (seperti yang berkembang di dalam 
sistem hukum common law). 
              Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mengkaji sejauh mana 
pengaturan mengenai penangguhan penahanan sebagai pencerminan asas Miranda 
rule menurut KUHAP memberi jaminan perlindungan HAM, diperlukan adanya 
bahan perbandingan hukum yang cukup dari peraturan mengenai criminal 
procedure law negara lain yang juga memiliki sistem hukum yang sama dengan 
Indonesia. Penulis tertarik memperbandingkan dengan criminal procedure law 
yang berkembang di Jepang, khususnya mengenai jaminan terhadap penangguhan 
penahanan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum 
dengan judul : “STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN 
PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHAP DENGAN BAIL 
REQUEST (ARTICLE 89-100, THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 
OF JAPAN, ACT NO. 131 OF 1949 REVISED ACT NO. 36 OF 2006)” 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting, yaitu untuk 
menegaskan dan membatasi pokok masalah sehingga mempermudah penulis 
dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan 
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untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini 
dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap 
permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki (Sugiyono, 2005:25). 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 
merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 
1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan penangguhan penahanan 
menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006)? 
2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengaturan penangguhan penahanan 
menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006)? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas 
permasalahan yang dihadapi (tujuan obektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan 
perorangan (tujuan subyektif). Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif : 
a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan penangguhan 
penahanan menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of 
criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 
2006) 
b. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pengaturan penangguhan 
penahanan menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of 
criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 
2006)? 
2. Tujuan subyektif : 
a. Untuk memperoleh data serta informasi yang penulis pergunakan 
dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana 
Strata satu dalam Ilmu hukum pada Fakultas Hukum di Unversitas 
sebelas Maret Surakarta. 
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b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai hukum acara 
pidana, terkhusus memperkaya referensi dalam studi komparasi 
hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya, dan terkhusus dalam hukum acara pidana dalam kaitannya 
dengan studi komparasi hukum pengaturan penangguhan penahanan 
menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) 
b. Memperkaya referensi tentang kajian komparasi (perbandingan) hukum 
guna mengetahui lebih dalam, sejauh mana suatu produk hukum dan atau 
penerapan suatu sistem hukum telah berjalan secara berhasil guna dan 
berdaya guna bagi masyarakat dengan cara membandingkannya dengan 
produk hukum dan atau sistem hukum yang lainnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti 
akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada 
masalah yang sama. 
b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti 
E. METODE PENELITIAN 
H.J. van Eikema Hommes dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki  
menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Apa 
yang dikemukakan mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya 
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penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu (H. J. van Eikema Hommes 
dalam Peter Mahmud Marzuki, 2007:11) 
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian antara lain sebagai berikut: 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud 
Marzuki “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 35). Penelitian hukum 
menurut Hutchison dibedakan menjadi 4 tipe yaitu: 
a. Doctrinal Research; 
b. Reform-Oriented Research; 
c. Theoretical Research; 
d. Fundamental Research (Hutchison dalam Peter Mahmud Marzuki, 2007: 
32-33). 
Ketiga tipe penelitian hukum yang dikemukakan Hutchinson yaitu 
Doctrinal Research, Reform-Oriented Research, dan Reform-Oriented 
Research menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian doktrinal 
sedangkan penelitian sosiolegal termasuk dalam tipe keempat yaitu 
Fundamental Research (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 33). 
Penelitian hukum ini masuk kedalam penelitian doktrinal karena 
keilmuan hukum memang bersifat preskiptif  yaitu melihat hukum sebagai 
norma sosial bukan gejala sosial. 
 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu 
sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif atau terapan, maksudnya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan 
hukum, nilai-nilai keadilan , validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum 
dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 22) 
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Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan memberikan 
preskriptif mengenai asas hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocene) dan prinsip peradilan yang jujur dan adil 
(fair and impartial trial) yang dikaitkan dengan kejahatan yang berdampak 
luas dan sistematis (extraordinary crime) serta nilai keadilan terutama 
keadilan restoratif bagi korban yang dilihat dari preskiptif KUHAP. 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai 
pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal  sesunggunhnya 
merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang 
mungkin diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yng 
diajukan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya: 
a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 
b. Pendekatan kasus (Case Approach). 
c. Pendekatan historis (Historical Approach). 
d. Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). 
e. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2007:93-94). 
Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach) yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pendekatan 
konseptual (Conseptual Approach) yang mengacu kepada konsep: 
perbandingan hukum, penangguhan penahanan, bail request (Article 89-100, 
The Code of Criminal Procedure of Japan, Act no. 131 of 1949 Revised Act 
No. 36 of 2006) dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). 
 
4. Sumber Penelitian Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yaitu berupa: 
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-
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catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum ini bahan hukum primernya 
adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana serta The Code of Criminal Procedure of 
Japan. 
b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini peneliti 
menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari 
dalam dan luar negeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari 
kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet (Peter 
Mahmud Marzuki, 2007: 141). 
 
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran mencari 
bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam 
hal penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach), yang dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan 
mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan 
pendekatan konseptual maka lebih esensial melakukan penelusuran buku-buku 
hukum karena  dalam buku-buku hukum tersebutlah banyak terkandung 
konsep-konsep hukum terutama yang berkaitan dengan perbandingan hukum, 
asas miranda rule yang merupakan asas pencerminan dari KUHAP, bail 
request Article 89-100, The Code of Criminal Procedure of Japan, Act no. 131 
of 1949 Revised Act No. 36 of 2006) dan asas praduga tidak bersalah ((Peter 
Mahmud Marzuki, 2007: 194-196). 
 
6. Pengolahan Hasil dan Analisis Bahan Hukum 
Dalam penelitian hukum ini, setelah peneliti mengumpulkan bahan-
bahan hukum, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, peneliti akan 
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menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan atau permasalahan 
yang telah dirumuskan.  
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan 
dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan 
hukum ini sebagai berikut: 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode 
penelitian yang digunakan dalm penyusunan penulisan hukum ini. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan atau 
memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan 
tentang peristilahan atau definisi perbandingan hukum, tinjauan umum tentang 
penangguhan penahanan,  tinjauan umum tentang Bail Request (Article 89-100, 
The Code Of Criminal Procedure of Japan, Act No. 131 of 1949 Revised Act No. 
36 of 2006). 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh 
dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal 
pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu persamaan dan perbedaan 
pengaturan penangguhan penahanan rmenurut kuhap dengan bail request (article 
89-100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act 
no. 36 of 2006), kelebihan dan kelemahan pengaturan penangguhan penahanan 
rmenurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006). 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari 
keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat 
11 
 










 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teoritis 
 
1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum 
a. Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum 
Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: 
comparative law (bahasa Inggris), vergleihende rechstlehre (bahasa 
Belanda), droit compare (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan 
tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai 
conflict law atau dialihbahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang 
artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. (Romli 
Atmasasmita, 2000 : 6) 
Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah 
perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan 
teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah 
yang telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum perdata, 
yaitu perbandingan hukum perdata. 
Rudolf B. Schlesinger dalam Romli Atmasasmita, mengatakan 
bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan 
tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan 
hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan 
asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum. melainkan merupakan 
teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. 
(Romli Atmasasmita, 2000 : 7). Sedangkan Winterton mengemukakan, 
bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan 
sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem 
hukum yang dibandingkan. (Romli Atmasasmita, 2000 : 7) 
Gutteridge sebagaimana dikutip Romli, menyatakan bahwa 
perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan 






membedakan antara comparative law dan foreign law (hukum asing), 
pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum 
atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua. adalah mempelajari 
hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum 
yang lain. (Winterton, dalam The Am.J.of Comp. L., 1975 : 72 di 
terjemahkan dalam buku Romli Atmasasmita, 2000 : 7). Perbandingan 
hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian 
perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar 
hukum ini adalah : Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George 
Winterton. (Romli Atmasasmita. 2000 : 8). 
Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang 
ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) 
mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan 
perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. 
(Romli Atmasasmita, 2000 : 9). Ole Lando mengemukakan antara lain 
bahwa perbandingan hukum mencakup : “analysis and comparison of the 
laws”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk 
mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum. (Romli 
Atmasasmita, 2000 : 9) 
Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum 
sebagai berikut: Comparative law is simply another name for legal 
science, or like other branches of science it has a universal humanistic 
outlook ; it contemplates that while the technique nay vary, the problems 
of justice are basically the same in time and space throughout the world. 
(Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum dan 
merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti 
cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan yang 
universal, sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada dasarnya 
sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia). (Romli 




Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai 
berikut : Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining 
similarities and differences and finding out relationship between various 
legal sistems, their essence and style, looking at comparable legal 
institutions and concepts and typing to determine solutions to certain 
problems in these sistems with a definite goal in mind, such as law reform, 
unification etc. (Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu 
hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta 
menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem 
hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep 
serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah 
tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti 
pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain). (Romli 
Atmasasmita, 2000 : 10) 
Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum 
dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu : Comparative law is the 
comparison of the spirit and style of different legal system or of 
comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems 
in different sistem. (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa 
dan gaya dari system hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga 
hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat 
diperbandingkan dalam system hukum yang berbeda-beda). (Romli 
Atmasasmita, 2000: 10) 
Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari 
dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda 
perbandingan. (Romli Atmasasmita, 2000: 12). 
 
b. Manfaat Studi Perbandingan Hukum 
Manfaat perbandingan hukum seperti yang diungkapkan oleh 




1) Menurut Sudarto 
a) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang 
bersifat ilmiah; 
b) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan 
kebudayaan sendiri; 
c) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. 
2) Menurut Rene David dan Brierly 
a) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis, dan 
filosofis; 
b) Penting untuk memahami dengan lebih baik dan untuk 
mengembangkan hukum nasional kita sendiri. 
3) Menurut Tahir Tungadi 
a) Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi hukum nasional; 
b) Untuk pembaharuan hukum yakni dapat memperdalam 
pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif 
melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional. 
4) Menurut Johnny Ibrahim 
Perbandingan hukum merupakan salah satu cara yang digunakan 
dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga 
hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. 
Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan persamaan dan perbedaan 
antara dua sistem hukum tersebut (Johnny Ibrahim, 2005: 313). 
5) Menurut Soerjono Soekanto 
Kegunaan dari perbandingan hukum adalah antara lain bahwa 
penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan 
dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar 
sistem hukum. Dengan pengetahuan tersebut maka akan lebih mudah 
untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun 
penyederhanaan hukum. Hasil perbandingan hukum akan sangat 
bermanfaat bagi penerapan hukum dalam suatu masyarakat majemuk 




yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum atau dilakukan 
unifikasi. 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Karakteristik Sistem Hukum Eropa 
Kontinental atau Civil Law 
a. Tinjauan Tentang Karakteristik  Sistem Civil Law Menurut KUHAP 
1) Karakteristik Sistem Hukum Belanda pada umumnya, khususnya 
dalam hukum pidana dan acara pidana 
Pertama. Sistem hukum Belanda (Civil Law System) 
bersumber pada : 
1.) Undang-Undang Dasar; 
2.) Undang-undang; 
3.) Kebiasaan case-law; 
4.) Doktrin 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum 
pidana umum adalah sebagai berikut : 
1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penal Code atau 
Wetboek van Strafrecht). 
2.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Code of Crime 
Procedure atau Wetboek van Strafvordering). 
3.) Undang-Undang tentang Susunan, organisasi, kekuasaan dan 
tugas-tugas Pengadilan dan Sistem Penuntutan (Judicial Act 
atau Wet op de Rechterlijke Organisatie). 
Kedua. Karakateristik kedua dari sistem hukum Belanda 
(Civil Law System) adalah dianutnya asas legalitas atau “the 
principles of legality”. Asas ini mengandung makna sebagi berikut: 
1.) Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, 
kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih 
dahulu. Undang-undang dimaksud adalah hasil dari 




2.) Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah 
dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu 
penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan 
sebagai tindak pidana. 
3.) Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut. 
4.) Mentapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas 
dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan. 
 
Dalam praktik penyelesaian perkara pidana di negeri 
belanda prinsip legalitas dan penafsiran yang diperbolehkan dari 
prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pelaksana / 
praktisi hukum, seperti, jaksa dan hakim. Mengingat penafsiran 
yang bersifat kaku terhadap ketentuan undang-undang menurut 
asas legalitas ini, maka peranan putusan Mahkamah Agung 
menjadi lebih penting. (Romli Atmasasmita, 2000 : 48) 
Ketiga. Dianutnya asas legalitas sebagaimana diuraikan 
dalam butir kedua diatas, sangat berpengaruh terhadap soal 
pertanggungjawaban pidana (criminal liability atau strafbaarheid). 
Syarat umum bagi adanya pertanggungjawaban pidana menurut 
hukum pidana Belanda adalah adanya gabungan antara perbuatan 
yang dilarang dan pelaku yang diancam dengan pidana. Perbuatan 
pelanggaran hukum dari pelaku harus memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
1.) Bahwa perbuatan tersebut (berbuat atau tidak berbuat) 
dilakukan seseorang. 
2.) Diatur dalam ketentuan undang-undang termasuk lingkup 
definisi pelanggaran. 
3.) Bersifat melawan hukum. 
Ketiga syarat bagi adanya suatu pertanggungjawaban 
pidana tersebut di atas sesungguhnya merupakan suatu konstruksi 




pidana dan kekecualian-kekecualian dari pertanggungjawaban 
pidana.  
Keempat. Dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum 
pidana Belanda mengakibatkan keterikatan hakim terhadap isi 
ketentuan undang-undang dalam menyelesaikan perkara pidana. 
Hakim tidak diperbolehkan memperluas penafsiran terhadap isi 
ketentuan undang-undang sedemikian rupa sehingga dapat 
membentuk delik-delik baru. 
Kelima. Sistem hukum pidana belanda mengenal 
pembedaan antara Kejahatan (Misdrijven) dan Pelanggaran 
(Overtredingen). Pembedaan dimaksud berasal dari perbedaan 
antara mala in se dan mala prohibita yaitu perbedaan yang dikenal 
dalam hukum Yunani. Mala in se adalah perbuatan yang disebut 
sebagai kejahatan karena menurut sifatnya adalah jahat. Sedangkan 
Mala prohibita, suatu perbuatan yang dilarang. Pembedaan antara 
kejahatan karena undang-undang menetapkan sebagai perbuatan 
yang dilarang. Pembedaan anatara kejahatan dan pelanggaran 
tersebut semula didasarkan atas pertimbangan tentang adanya 
pengertian istilah “rechtedelict” dan ”wetdelict”; namun perbedaan 
tersebut tidak dianut lagi dalam doktrin. Perbedaan kejahatan dan 
pelanggaran dewasa ini didasarkan atas ancaman hukumannya; 
kejahatan memperoleh ancaman hukum yang lebih berat dari 
pelanggaran. 
Keenam. Sistem peradilan yang dianut di semua negara 
yang berlandaskan “Civil Law System” pada umumnya adalah 
sistem Inquisatoir. Sistem Inquisatoir menempatkan tersangka 
sebagai objek pemeriksaan baik pada tahap pemeriksaan 
pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan di muka sidang 
pengadilan. 
Ketujuh. Sistem pemidanaan yang dianut pada umumnya di 




pemidanaan Alternatif dan Alternatif-kumulatif, dengan batas 
minimum dan maksimum anaman pidana yang diperkenankan 
menurut Undang-Undang. 
Sesungguhnya apabila kita telusuri karakteristik yang 
melekat pada kedua sistem hukum sebagaimana telah diuraikan di 
atas, pendekatan dari segi historis, khususnya mengenai 
perkembangan hukum pidana di Eropa Continental yang menganut 
keluar dari batas wilayah yuridiksi sistem “Common Law”. 
Perkembangan penerapan sistem “Civil Law” di negara dunia 
ketiga pada awalnya dipaksakan jika dibandingkan dengan 
penerapan penggunaan sistem “Common Law” di negara-negara 
bekas jajahan-jajahannya. Sebagai contoh penggunaan dan 
pemakaian sistem hukum Belanda di Indonesia dan sistem hukum 
Inggris dan Malaysia atau Singapura. Satu-satunya karakteristik 
yang sama antara kedua sistem hukum (legal system) tersebut 
adalah bahwa keduanya menganut falsafah dan doktrin liberalisme. 
(Romli Atmasasmita, 2000 :50) 
b. Tinjauan Tentang Karakteristik  Sistem Civil Law Menurut The Code Of 
Criminal Procedure of Japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 
2006) 
1) Karakteristik Sistem Hukum Jepang pada umumnya, khususnya dalam 
hukum pidana dan acara pidana. 
Pada intinya Jepang juga menganut sistem hukum civil law 
(Eropa Kontinental) yang sama. Karakteristik utama dari sistem 
hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri 
adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara 
sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Dalam 
penerapannya hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang 
menganut sistem hukum ini. Sistem hukum yang juga dikenal dengan 





Namun di dalam perkembangannya sistem hukum di Jepang 
mendapat pengaruh dari sistem hukum anglo saxon. Sistem Anglo-
Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, 
yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi 
dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. (www.wikipedia.com) 
Oleh karena itu, sekarang Kode Acara Pidana Jepang dapat 
digambarkan sebagai hibrid dari benua Eropa dan sistem hukum 
Anglo-Amerika.  Sebagai hasil dari serangkaian reformasi struktural 
pada akhir abad ke-20, fungsi sistem peradilan telah ditingkatkan ke 
proses peradilan yang lebih cepat, hukum yang lebih user-friendly dan 
dapat diandalkan untuk rakyat. Di bidang peradilan pidana, acara 
pidana telah diubah untuk memperkuat dan mempercepat pengadilan 
pidana dan untuk memperluas sistem pertahanan publik.  
Selain itu, muncul juga kearifan hukum lokal, yaitu tercermin 
dengan adanya saiban-in. Saiban-sistem baru diberlakukan sejak 21 
Mei 2009, yang memungkinkan anggota masyarakat umum untuk 
berpartisipasi dalam proses untuk mencoba dan menilai kasus pidana. 
Sistem peradilan pidana dari Jepang yang merupakan campuran dari 
berbagai sistem, dalam periode perubahan diwujudkan  karena 
berusaha untuk memenuhi tuntutan abad ke-21. (www. 
http://www.courts.go.jp/english/proceedings/criminal_justice.html) 
 
3.  Tinjauan Umum Tentang Penahanan dan Prosedur Penahanan 
a. Pengertian Penahanan  
Proses pertama kali dalam menahan seseorang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana adalah penangkapan. Penangkapan menurut 
Pasal 1 butir 20 adalah : 
“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 




Kewenangan untuk melaksanakan penangkapan dilakukan oleh 
penyidik dan yang melaksanakan tugas penangkapan adalah petugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tenggang waktu 
penangkapan paling lama 1 hari, dan kemudian dilanjutkan dengan 
penahanan yang lamanya perintah penahanan hanya berlaku paling lama 
20 hari. 
Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah : 
“Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh 
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Adapun yang berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan 
penyidikan adalah petugas penyidik atau penyidik pembantu, sedangkan 
untuk kepentingan penuntutan yang berwenang melakukan penahanan 
adalah penuntut umum, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di 
sidang adalah pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan 
penahanan. 
Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa ini dilakukan agar tidak 
mengganggu jalannya pemeriksaan sebab apabila tersangka atau terdakwa 
tidak ditahan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti maupun mengulangi tindak pidananya. 
Penahanan adalah merupakan suatu tindakan berdasarkan wewenang 
yang timbul jika dalam masyarakat ada dugaan seseorang telah melakukan 
tindak pidana. Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dicantumkan tersangka 
atau terdakwa yang dapat dikenakan penahanan adalah : 
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 





b. Alasan Penahanan 
Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP ini, ada tiga alasan yang 
merupakan perlunya penahanan yaitu : 
1) Kekhawatiran melarikan diri. 
2) Merusak atau menghilangkan barang bukti. 
3) Mengulangi tindak pidananya. 
Ketiga alasan tersebut di atas, tidak cukup untuk melakukan 
penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, karena masih ditentukan lagi 
oleh Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang merupakan syarat yang harus 
dipenuhi secara hukum agar tersangka atau terdakwa dapat dilakukan 
penahanan. 
Pasal 21 ayat (4) KUHAP mencantumkan sebagai berikut: 
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau 
terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun 
pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : 
1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih 
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 
296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 
372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 450, Pasal 459, 
Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 
25 dan Pasal 26 Rechternordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi 
Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staattblad Tahun 1931 nomor 
471), Pasal 1, Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi 
(Undang-Undang Nomor 8 dst. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 
1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (70), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 
47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik 
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor : 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3086). 
Mengenai siapa yang berwenang melakukan penahanan 




1) Bagi kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu 
atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
berwenang melakukan penahanan. 
2) Bagi kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang 
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. 
3) Bagi kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan 
penetapannya berwenang melakukan penahanan. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 20 KUHAP ini, maka yang berwenang 
melakukan penahanan adalah : 
1) Penyidik 
2) Penuntut Umum 
3) Hakim (menurut tingkat pemeriksaan) 
Kewenangan melakukan penahanan selain dipunyai penyidik juga 
dapat dilakukan oleh penyidik pembantu yang mendapat pelimpahan 
wewenang dari penyidik. Pelimpahan kepada penyidik pembantu tersebut 
hanya diberikan apabila perintah penahanan dari penyidik tidak 
dimungkinkan sesuai dengan keterangan berikut : 
“Pelimpahan wewenang kepada penyidik pembantu hanya 
diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena 
hal dan keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat 
hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum 
ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima 
menurut kewajaran”.( C.S. T Kansil, 1989:357) 
Apabila jangka waktu penahanan telah habis padahal pemeriksaan 
dalam rangka penyidikan belum lagi selesai, maka penyidik atau penyidik 
pembantu sebagaimana dimaksud di atas dengan surat permintaan 
perpanjangan penahanan yang dilampiri resume hasil penyidikan sampai 
saat itu, dapat dimintakan perpanjangan penahanan kepada penuntut 
umum. 
 




Memperhatikan ketentuan Pasal 22 KUHAP beserta penjelasannya, 
penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dibedakan menjadi tiga jenis 
penahanan yaitu : 
1) Penahanan Rumah Tahanan Negara 
2) Penahanan Rumah 
3) Penahanan Kota 
Macam-macam penahan ini dapat diuraikan sebagai berikut : 
a) Penahanan Rumah Tahanan Negara 
Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) mempunyai 
permasalahan seperti Pendapat Yahya Harahap yaitu sebagai 
berikut : Masalah utama yang dihadapi pada saat KUHAP mulai 
berlaku adalah pembangunan sekian banyak rutan dan tidak dapat 
dalam waktu singkat. (Yahya Harahap, 1985:223). 
Selama belum ada rutan, di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) 
KUHAP memberi jalan keluar sebagai berikut : 
“Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang 
bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian 
negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di 
rumah sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat lain”. 
Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, kebutuhan akan rutan tidak dapat diabaikan lagi, karena 
Pasal 18 PP 27/1983 menegaskan: 
1) Di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk rutan oleh 
menteri. 
2) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk atau 
menunjuk di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
yang merupakan cabang dari rutan. 
Berkaitan dengan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, 
sebenarnya penahanan seperti di kantor kepolisian negara, di kantor 




tempat lain, sudah tidak sesuai lagi bila di tempat yang 
bersangkutan sudah ada rutan, karena penempatan tahanan di luar 
rutan hanya boleh dilakukan kalau memang di tempat tersebut 
belum ada rutan. 
Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) PP 27/1983, 
yang dapat ditempatkan di dalam rutan adalah tahanan yang masih 
dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. 
 
b) Penahanan Rumah 
Mengenai penahanan rumah ditentukan dalam Pasal 22 ayat 
(2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : 
“Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal. Atau 
kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan 
pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang 
dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau 
pemeriksaan di sidang pengadilan”. 
Terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani 
penahanan rumah berada dalam pengawasan pejabat yang 
melakukan tindakan penahanan rumah tersebut. Pengaturan 
pengawasan sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat 
yang bersangkutan. 
Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya 
segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 
penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Tersangka atau terdakwa bila akan meninggalkan rumah tempat 
penahanan harus mendapat ijin dari pejabat yang diberi perintah 
penahanan rumah. 
Mengenai ijin keluar rumah ini, dimintakan dari pejabat 
penyidik jika tahanan secara yuridis berada dalam tanggung jawab 




jaksa maka ijin keluar rumah harus atas persetujuan dari jaksa yang 
bersangkutan. Demikian pula jika hakim yang memerintahkan 
penahanan rumah, maka ijin keluar rumah yang berhak 
memberikan adalah hakim. 
 
c) Penahanan Kota 
Ketentuan mengenai penahanan kota ini terdapat di dalam 
Pasal 22 ayat (3) KUHAP yaitu sebagai berikut : 
“Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat 
kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi 
tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan”. 
Pada kutipan ini terlihat tersangka atau terdakwa yang 
dikenakan tahanan kota dibebani kewajiban untuk melapor diri 
pada waktu yang telah ditentukan. Tentang penjadwalan kewajiban 
untuk melapor diri ini, tidak ditentukan oleh undang-undang. 
Kebijaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang 
mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut, dan tersangka atau 
terdakwa harus mentaatinya, sebab apabila ketentuan ini tidak 
ditaati maka pejabat dapat memerintahkan agar tersangka kembali 
dikenakan penahan rutan. 
Seperti halnya dengan penahanan rumah, dalam penahanan 
kota ini tersangka atau terdakwa dilarang untuk keluar kota. Hal ini 
sesuai dengan penjelasan Pasal 22 ayat (2), dan ayat (3) KUHAP, 
tersangka atau terdakwa hanya dapat keluar kota apabila 
mendapatkan ijin dari pejabat yang mengeluarkan perintah 
penahanan kota tersebut. 
 
d. Prosedur Penahanan 
Setelah membahas hal yang harus dipenuhi dalam melakukan 




Prosedur penahanan antara lain harus memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 
(20) dan ayat (3) KUHAP, yaitu sebagai berikut:  
1) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau 
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan 
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan 
identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan 
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 
didakwakan serta ia ditahan. 
2) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau 
penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) harus 
diberikan kepada keluarganya.   
Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut di atas menegaskan 
bahwa surat perintah penahanan memuat : 
1) Identitas tersangka atau terdakwa 
2) Alasan penahanan 
3) Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 
didakwakan  
4) Tempat penahanan tersangka 
5) Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga 
tersangka atau terdakwa 
Supaya lebih jelas, peneliti mengutip petunjuk tentang prosedur 
pelaksanaan penahanan, khususnya untuk jenis penahanan rumah tahanan 
negara seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) yaitu sebagai berikut : 
1) Surat Perintah penahanan diserahkan kepada tersangka atau terdakwa 
yang akan ditahan untuk ditandatangani olehnya dan kemudian oleh 
pejabat polri yang menyerahkan (rangkap 10), masing-masing pada 
kolom yang telah ditentukan. 
2) Surat Perintah penahanan didistribusikan sebagai berikut : 
a) 1 lembar untuk tersangka atau terdakwa 





c) 1 lembar untuk pejabat rutan (dengan surat pengantar dan 
ekspedisi), bersamaan dengan penyerahan tersangka atau 
terdakwa 
d) 1 lembar untuk penuntut umum (dengan surat pengantar dan 
ekspedisi, atau sebagai lampiran surat pemberitahuan tentang 
dimulainya penyidikan) 
e) 1 lembar untuk ketua pengadilan negeri setempat (dengan surat 
pengantar dan ekspedisi) 
f) 4 lembar untuk berkas perkara 
g) 1 lembar untuk arsip 
3) Diadakan pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka atau terdakwa 
(bila ada oleh dokter polisi) 
4) Dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka atau terdakwa, 
dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk ke ruang 
tahanan (antara lain benda tajam, barang perhiasan dan uang) 
5) Sebelum ada rutan, barang milik tersangka mau terdakwa tersebut 
pada butir 4 disimpan oleh dan menjadi tanggung jawab penyidik, 
penyidik pembantu yang memeriksa perkara yang bersangkutan, 
dengan mencatatkan di dalam buku register barang titipan tahanan, 
dan kepada tersangka diberikan tanda bukti penitipan 
6) Penggeledahan badan dan pakaian tersangka atau terdakwa wanita 
yang akan ditahan, sedapat mungkin dilakukan oleh polwan atau 
dibantu karyawan sipil wanita polri, atau anggota Bhayangkari 
dihadapan penyidik/penyidik pembantu 
7) Tersangka di foto dan dan diambil sidik jarinya, untuk kepentingan 
filling dan recording 
8) Setelah ada rutan, dengan surat pengantar yang dilampiri surat 
perintah penahanan, tersangka berikut barang titipan diserahkan 




9) Pejabat rutan yang berwenang menerima diminta menandatangani 
penyerahan dimaksud pada ekspedisi, dengan menyebutkan nama 
terang, pangkat, tanggal penerimaan dan dibubuhi cap jabatan/dinas 
10) Dalam hal belum ada rutan/cabang rutan, maka tersangka ditempatkan 
di dalam ruangan tahanan kantor kepolisian setempat. 
Berdasarkan uraian tentang hal yang harus dipenuhi dan prosedur 
penahanan tersebut, apabila tersangka berpendapat bahwa penahanan tidak 
sah, maka upayanya adalah permohonan pemeriksaan pra peradilan, 
dimana dalam sidang pra peradilan tersebut hakim akan menilai sah atau 
tidaknya penahanan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan di bawah 
ini yaitu sebagai berikut : 
Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan “sahnya suatu penahanan 
adalah” : “Sahnya suatu penahanan harus memenuhi syarat penahanan, 
seperti tanggal penahanan, Pasal yang dilanggar dan sebagainya. Dalam 
menilai sah dan tidaknya syarat penahanan tersebut hanya dilakukan oleh 
hakim pengadilan negeri”.(Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984:173)  
 
e. Pihak yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa 
Wewenang untuk menetapkan jangka waktu penahanan tersangka atau 
terdakwa, tergantung pada pejabat yang sedang memproses perkara yang 
bersangkutan, selanjutnya akan diperinci mengenai pejabat yang 
berwenang menahan tersangka atau terdakwa yaitu sebagai berikut : 
1) Penyidik 
2) Penuntut Umum 
3) Hakim yang terdiri dari : 
a) Hakim Pengadilan Negeri 
b) Hakim Pengadilan Tinggi 
c) Hakim Mahkamah Agung 






Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama 
dua puluh hari. Apabila diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 
penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh 
hari. Penyidik berhak melakukan penahanan terhadap tersangka 
selama enam puluh hari lamanya, serta tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. 
2) Penuntut Umum 
Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku 
paling lama dua puluh hari. Apabila digunakan untuk 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang 
untuk paling lama tiga puluh hari. 
Penuntut umum berhak melakukan penahanan terhadap 
tersangka selama lima puluh harinya, serta tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. 
3) Hakim  
a) Hakim Pengadilan Negeri 
Hakim pengadilan negeri, guna kepentingan pemeriksaan 
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk 
paling lama tiga puluh hari. Apabila digunakan untuk 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang 
bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Ketentuan 
sebagaimana tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan 
dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir 




sudah terpenuhi. Hakim pengadilan negeri berhak memberi 
tersangka selama sembilan puluh hari walaupun perkara 
tersebut belum diputus, tersangka harus sudah dikeluarkan 
dari tahanan demi hukum.   
b) Hakim Pengadilan Tinggi 
Hakim pengadilan tinggi guna kepentingan pemeriksaan 
banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan 
untuk paling lama tiga puluh hari. Apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang 
bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Ketentuan 
ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka 
dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, 
jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah 
waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum 
diputus, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan 
demi hukum.     
c) Hakim Mahkamah Agung   
Hakim Mahkamah Agung, guna kepentingan pemeriksaan 
kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan 
untuk paling lama lima puluh hari. Apabila digunakan untuk 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh ketua mahkamah agung untuk paling lama 
enam puluh hari. 
Ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan 
dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir 
waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi. Setelah seratus sepuluh hari walaupun 
perkara tersebut belum putus, tersangka harus sudah 





4. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan : 
Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka dan 
atau terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi 
berlaku. Pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan 
tersangka dan atau terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan 
menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka 
dan atauterdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk 
menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk 
status masa penahanan (http://anggara.org/2006/08/29/tentang-
penangguhan-penahanan/) 
Penangguhan penahanan diatur di dalam pasal 31 KUHAP yang 
bunyinya : 
1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut 
umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat 
mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang 
atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.  
2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-
waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka 
atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).  
Syarat yang ditentukan oleh undang-undang jika tersangka dan atau 
terdakwa mengajukan penangguhan penahanan adalah sebagai berikut: 
1) wajib lapor 
2) tidak keluar rumah 
3) tidak keluar kota 
Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada: 
1) permintaan dari tersangka/terdakwa 
2) permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan 




3) ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi 
syarat dan jaminan yang ditetapkan 
 
Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa : 
1) Jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat 
perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan 
di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh 
tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya 
berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang 
menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan 
berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan 
mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan 
penahanan 
2) Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan 
kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia 
bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan 
melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan 
penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas 
orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan 




5. Tinjauan Umum Tentang Bail Request (Article 89-100, The Code Of 
Criminal Procedure of Japan, Act No. 131 of 1949 Revised Act No. 36 of 
2006) 
Yang dimaksud dengan bail request adalah pembayaran uang jaminan 
dikarenakan adanya permohonan penangguhan penahanan dalam criminal 
procedure code of Japan. Pemberian bail request dapat diberikan terhadap 
siapa saja yang mengajukan dengan pengecualian seperti yang tercantum di 




1) Terdakwa telah didakwa dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup 
atau jangka waktu minimum satu tahun atau lebih;  
2) Terdakwa sebelumnya dihukum karena suatu tindak pidana dengan 
hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu 
maksimum lebih dari 10 tahun;  
3)  terdakwa telah terbiasa melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara selama jangka waktu maksimal 3 tahun atau lebih;  
4)  ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa dapat merusak bukti;  
5) Ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa bisa melukai tubuh atau 
kerusakan milik korban atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan 
yang diperlukan untuk sidang; kasus ini, atau mungkin melakukan 
tindakan mengancam terhadap dirinya, atau  
 
B. Kerangka Pemikiran 
Untuk mempermudah gambaran dari penelitian ini dapat dilihat 








Keterangan :  
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai segala bentuk tindakan 
upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa 
dan hakim). Dengan pengaturan segala bentuk upaya paksa, diharapkan 
aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan tetap tidak 
mengabaikan Hak Asasi Manusia. Dianutnya sistem hukum akusatur oleh 
KUHAP menuntut aparat untuk selalu mengedepankan asas praduga tidak 
bersalah bagi individu yang berhadapan dengan proses hukum.  
 Jika seseorang mengalami suatu peristiwa yang akhirnya akan 
mendudukannya sebagai tersangka di depan penyidik, maka penyidik sesuai 
dengan ketentuan KUHAP wajib memberitahukan mengenai hak-hak 
Menurut KUHAP Menurut The Code Of 
Criminal Procedure of Japan 
Penangguhan Penahanan 
Persamaan dan Perbedaan 
Kelebihan dan Kelemahan 
Jaminan perlindungan hak asasi 





tersangka, terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika dirasa 
perlu maka penasihat hukum dapat disediakan dan ditanggung negara. Untuk 
keperluan tetap menjaga kemerdekaan seseorang dan guna kepentingan 
tersangka dan atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim 
dapat memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka dan atau 
terdakwa.  
 Kecenderungan yang sama diantara sistem hukum yang dianut oleh 
Indonesia dan Jepang, membuat penulis tertarik untuk memperbandingkan 
diantara kedua criminal procedure law yang dimiliki oleh kedua negara 
yang berbeda ini, khususnya mengenai penangguhan penahanan serta 
jaminan yang diberikan atas dikabulkannya penangguhan penahanan. Dari 
perbandingan tersebut akan ditemukan mengenai persamaan dan perbedaan 
pengaturan model penangguhan penahanan menurut kuhap dengan bail 
request (article 89-100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 
of 1949 revised act no. 36 of 2006), kelebihan dan kelemahan pengaturan 
model penangguhan penahanan menurut kuhap dengan bail request (article 
89-100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised 




BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Persamaan dan perbedaan pengaturan penangguhan penahanan 
menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) 
1. Penangguhan penahanan menurut KUHAP 
a. Pengaturan Penangguhan Penahanan di Indonesia 
Pengaturan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : 
1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut 
umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, 
dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa 
jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang 
ditentukan.  
2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim 
sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal 
tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 
Jika meninjau lebih lanjut mengenai pengaturan penangguhan 
penahanan dalam Pasal 31 KUHAP, tidak terlepas dari peraturan 
pelaksana yang ditetapkan dalam berbagai peraturan. Penulis 
berpendapat pengaturan di dalam Pasal 31 KUHAP, rawan untuk 
terjadi salah penafsiran mengenai arti jaminan, karena penjelasan di 
dalam KUHAP hanya memberikan pengertian mengenai syarat-syarat 
penangguhan penahanan.  
Oleh karena adanya aturan pelaksanan mengenai jaminan 






penyempurna KUHAP. Jaminan penangguhan penahanan diatur 
dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27/ 1983, dan 
pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 
Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 04. UM. 01.06/1983. 
Pengaturan jaminan penangguhan penahanan yang diatur di 
dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27/ 1983 berbunyi 
sebagai berikut :  
Pasal 35 
1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 
disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. 
2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 
waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut 
menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara. 
Pasal 36 
1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa 
melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak 
diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang 
jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan. 
2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara 
melalui panitera pengadilan negeri. 
3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang 
dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual 
lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera 
pengadilan negeri. 
Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 
ayat (1) dan ayat (3), penjelasan atas PP Nomor 27/1983 tentang 




1) Pasal 35 ayat (1) 
Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri 
dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera 
memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyetoran tersebut 
oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan. 
2) Pasal 36 ayat (1) 
Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada 
waktu menerima permohonan penangguhan penahanan dengan 
jaminan orang. 
Ayat (3) 
Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan, disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran dari 
jaminan. 
 
b. Pengertian Penangguhan Penahanan 
Memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP tersebut di 
atas, Yahya Harahap mengartikan penangguhan penahanan adalah : 
“Penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dari tahanan 
sebelum batas waktu penahanan berakhir. (Yahya Harahap, 
1985:226). 
Menurut Anggara di dalam Blog-nya, penangguhan penahanan 
diartikan sebagai penangguhan tahanan terhadap tersangka atau 
terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi 
berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan 
mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan setelah instansi 
yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus 




bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan 
penahanan tidak termasuk status masa penahanan. 
((http://anggara.org/2006/08/29/tentang-penangguhan-penahanan) 
Menurut kamus hukum, penangguhan penahanan adalah 
mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas 
waktu penahanannya berakhir. (http://www.pn-
cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf). 
Lebih lanjut Harun M. Husain menyatakan bahwa menurut 
Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan dapat 
dilaksanakan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, tetapi dalam 
prakteknya penangguhan penahanan selalu dilaksanakan dengan 
jaminan uang atau jaminan orang dirasakan tidak mengikat bagi 
tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian 
penangguhan penahanan yang dikenakan atasnya. 
  
c. Jenis Jaminan 
Di dalam pelaksaanaan penangguhan penahanan, seperti yang 
telah dikemukakan oleh Harun M. Husain, di dalam prakteknya 
penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan jaminan uang 
atau jaminan orang, yang juga merupakan ketentuan di dalam Pasal 31 
ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu maka akan diuraikan, mengenai 
jenis jaminan penangguhan penahanan yang berlaku di dalam KUHAP 
sebagai bahan untuk memperbandingkan dengan criminal procedure 
code of Japan. 
2) Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang. 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pada Bab X 




a) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 
disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
b) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah 
waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut 
menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara. 
Penjelasan resmi Pasal ini memuat bahwa penyerahan uang 
jaminan kepada Kepaniteraan Pengadilan sendiri oleh pemberi 
jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. 
Penyerahan uang jaminan ini dilakukan sendiri maksudnya agar 
dapat dicegah hal-hal negatif misalnya melalui calo atau orang 
lain yang beritikad tidak baik. Uang jaminan ini sifatnya hanya 
titipan dan berubah menjadi milik negara jika tersangka atau 
terdakwa melanggar syarat-syarat penangguhan. 
3) Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang. 
Mengenai jaminan orang diatur Pasal 36 Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sebagai berikut : 
a) Dalam hal ini jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau 
terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak 
diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang 
jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan tingkat pemeriksaan 
b) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas 
Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri 
c) Apabila penjamin tidak dapat membayar uang yang dimaksud 
ayat (1) juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang 
dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera 
Pengadilan Negeri 
Berdasarkan rumusan Pasal 36 Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 maka perjanjian penangguhan 




akan membayar uang sejumlah tertentu bila tersangka atau 
terdakwa melarikan diri. Mengenai orang yang dapat bertindak 
sebagai penjamin adalah orang yang mempunyai hubungan 
dengan tersangka misalnya keluarga, penasehat hukumnya 
“teman atau orang yang bersedia menjadi pemimpin” dan disini 
penjamin harus bertanggungjawab apabila tersangka atau 
terdakwa melarikan diri. 
 
Jaminan uang atau orang dalam penangguhan penahanan 
telah lumrah di beberapa negara. Ada negara yang telah mengatur 
uang jumlah jaminan. Di Indonesia jumlah uang tersebut 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan. 
 
d. Syarat Penangguhan Penahanan 
Dalam KUHAP maupun dalam peraturan-peraturan 
pelaksanaan tidak ditetapkan tentang syarat penangguhan penahanan. 
Berarti pembentuk undang-undang menyerahkan hal ini kepada aparat 
penegak hukum untuk menetapkannya. Hal tersebut tercakup dalam 
makna kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang menyatakan 
“berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan Pasal 31 
KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat 
ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. 
“Faktor syarat penangguhan merupakan dasar dalam penangguhan, 
dapat kita baca dalam kalimat yang berbunyi berdasarkan syarat-
syarat yang ditentukan. Berdasarkan bunyi kalimat ini maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penetapan syarat-syarat penangguhan 
penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan adalah 
faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa 
adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penangguhan 
penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dahulu dan atas syarat-
syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan. Tahanan yang 




berwenang memberikan penangguhan penahanan. (H. Hamrad Hamid, 
dan Harun M. Husein, 1991:66)  
 
Melihat penjelasan dalam Pasal 31 KUHAP unsur jaminan 
bukan merupakan syarat mutlak dalam penangguhan penahanan. 
Penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan hanya bersifat 
fakultatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang 
berbunyi “ dengan atau tanpa uang jaminan uang atau jaminan orang”. 
Penetapan mengenai bentuk jaminan penilaian dari instansi yang 
menahan apakah akan membebani dengan jaminan atau tidak. Unsur 
jaminan dapat dikesampingkan, Cuma agar syarat penangguhan 
penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan penahanan 
dibarengi dengan jaminan. Cara yang demikaian dapat lebih 
dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarrikan 
diri.  
Jika instansi yang memiliki kewenangan untuk menangguhkan 
penahanan memberikan syarat tentang jaminan, maka syarat-syarat 
dalam perjanjian penangguhan penahanan ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang memberikan penangguhan penahanan tersebut. 
Umumnya dalam perjanjian penangguhan penahanan ditetapkan 
syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Tersangka atau terdakwa maupun penjamin tidak akan 
menghambat kelancaran penyelesaian perkara. Misalnya ditetapkan 
bahwa tersangka atau terdakwa bersedia selalu hadir setiap saat ia 
diperlukan guna pemeriksaan dan penjamin menjamin 
kehadirannya, tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri 
atau melakukan sesuatu hal yang dapat menghambat penyelesaian 
perkara. 
2) Tersangka atau terdakwa akan selalu mentaati ketentuan wajib 
lapor yang dikenakan padanya 
3) Penjamin menjamin segala syarat yang ditetapkan dalam perjanjian 




4) Penjamin bersedia untuk menyetorkan sejumlah uang yang telah 
ditetapkan antara pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau 
terdakwa melarikan diri dan tidak dapat dihadirkan lagi. Dalam hal 
penangguhan itu dilaksanakan dengan jaminan uang, pemohon 
menyatakan bahwa sejumlah uang yang telah disetorkan kepada 
panitera pengadilan, akan diambil alih oleh negara apabila 
perjanjian penangguhan penahanan tidak dipenuhi. 
 Penangguhan penahanan yang dilakukan pada tingkat 
penyidikan atau penuntutan pada umumnya diteruskan oleh pejabat 
yang berwenang pada tingkat pemeriksaan selanjutnya. Namun 
demikian tidaklah berarti bahwa penangguhan penahanan yang 
dilakukan pada suatu tingkat pemeriksaan, merupakan keharusan 
untuk dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat 
pemeriksaan selanjutnya. Dilanjutkannya suatu penangguhan 
penahanan atau suatu penangguhan penahanan dianggap perlu untuk 
dicabut, tergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada 
tingkat pemeriksaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 
ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa karena jabatannya penyidik 
atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut 
penangguhan penahanan. 
 
e. Prosedur Penangguhan Penahanan 
Prosedur atau cara penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 
31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : 
1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut 
umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, 
dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa 





2) Berdasarkan jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim 
sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal 
tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 
Ketentuan tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut : 
1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa 
2) Penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan 
kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan 
penahanan 
3) Dilaksanakan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan 
orang 
4) Berdasarkan syarat yang ditentukan 
5) Penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat 
mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau 
terdakwa. 
Masing-masing dari unsur tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa 
Dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, bila ditinjau dari pejabat 
yang dapat mengadakan penangguhan penahanan maka 
penangguhan penahanan hanya dapat diadakan atas permintaan 
tersangka atau terdakwa.  
Mengenai prosedur permintaan penangguhan penahanan terdapat 
petunjuk sebagai berikut : Penangguhan penahanan dapat 
dikenakan terhadap tersangka baik sebelum maupun sedang 
dilakukan penahanan dengan cara sebagai berikut : 
a) Sebelum tersangka menjalani hukuman 
Penangguhan penahanan terhadap tersangka yang akan 
menjalani penahanan berdasarkan surat perintah penahanan 




tertulis tersangka atau keluarga tersangka/penasehat hukumnya 
tentang keberatan atas penahanan atau jenis penahanan 
tersangka dikabulkan, oleh penyidik yang mengeluarkan surat 
perintah penahanan. 
b) Tersangka sedang menjalani penahanan 
Penangguhan penahanan terhadap permohonan 
tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukumnya tentang 
keberatan atas penahanan atau jenis penahanan yang sedang 
dijalani oleh tersangka dikabulkan oleh penyidik yang 
menahan atau  
Atas permohonan tertulis tersangka/keluarga 
tersangka/penasehat hukumnya tentang keberatan atas 
penahanan atau jenis penahanan yang sedang dijalani 
tersangka, penyidik/penyidik pembantu yang menahan dalam 
waktu 3 hari tidak memberikan keputusan yang kemudian 
permohonan itu diteruskan oleh pemohon kepada atasan 
penyidik-penyidik pembantu yang menahan, permohonan 
tersebut dikabulkan oleh atas penyidik/penyidik pembantu 
yang menahan. 
 
2) Penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan 
kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan 
penahanan. Apabila penyidik akan melakukan penangguhan 
penahanan, maka terlebih dahulu harus mengeluarkan surat 
perintah penangguhan penahanan. Pejabat yang berwenang 
menandatangani surat perintah tersebut adalah komandan kesatuan 
atau pejabat yang selaku penyidik. Mengenai hal-hal yang harus 
termuat dalam surat perintah penangguhan penahanan, ada 
petunjuk sebagai berikut : 





a) Pertimbangan dan dasar pertimbangan berisikan, bahwa 
setelah dilakukan pemeriksaan keras terhadap bukti yang 
cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana 
dan terhadapnya dapat dikenakan penahanan. Akan tetapi 
dengan mempertimbangkan permintaan tersangka dan 
memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan undang-
undang, keadaan tersangka dan tindak pidana yang 
dilakukan serta situasi masyarakat setempat, maka 
terhadapnya dapat dilakukan penangguhan penahanan. 
Pada dasarnya berisikan Pasal-Pasal KUHAP, nomor dan 
tanggal laporan polisi, nomor dan tanggap surat perintah 
penahanan serta surat permohonan tersangka. 
b) Identitas orang yang akan ditangguhkan penahanannya 
(nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, 
pekerjaan, kewarganegaraan, agama) 
(1) Uraian singkat tentang syarat serta jaminan 
penangguhan penahanan 
(2) Jenis dan tempat penahanan yang telah ditentukan 
dalam surat perintah penahanan 
(3) Tanggal dimulainya penangguhan 
(4) Nama dan tanda tangan : 
(a) Penyidik berdasarkan pelimpahan wewenang dari 
penyidik yang menerbitkan surat perintah 
penahanan 
(b) Petugas yang menyerahkan penahanan kepada 
tersangka 
(c) Tersangka yang menerima penahanan 





Dari kutipan tersebut terlihat bahwa dalam mengadakan 
penangguhan penahanan, penyidik mempertimbangkan selain 
permintaan tersangka, juga mempertimbangkan hal-hal seperti : 
1) Syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. 
2) Keadaan tersangka. 
3) Tindak pidana yang dilakukan. 
4) Situasi masyarakat setempat. 
 
Berkaitan dengan surat perintah penangguhan penahanan 
tersebut, maka prosedur mengadakan penangguhan penahanan 
adalah : 
(a) Surat penangguhan penahanan diserahkan kepada tersangka 
dalam rangkap 10, untuk ditandatangani olehnya dan oleh 
petugas Polri yang menyerahkan masing-masing pada 
kolom yang telah ditentukan. 
(b) Pendistribusian surat perintah penangguhan penahanan 
adalah sebagai berikut : 
- 1 lembar untuk tersangka 
- 1 lembar untuk keluarga tersangka (dengan surat 
pengantar dan ekspedisi atau sebagai lampiran surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan) 
- 1 lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat 
(dengan surat pengantar dan ekspedisi) 
- 4 lembar untuk berkas perkara 
- 1 lembar untuk arsip 
- 1 lembar untuk pejabat rutan (dengan surat pengantar 
dan ekspedisi).  
 
3) Dilaksanakan dengan atau tanpa jaminan uang maupun 
jaminan orang. Penangguhan penahanan dapat diadakan 




dimungkinkan tanpa jaminan. Hal tersebut telah ditegaskan 
Pasal 31 ayat (1) KUHAP, tetapi mengenai penangguhan 
penahanan tanpa jaminan belum ada peraturan yang 
mengatur pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini ada 
yang berpendapat bahwa “ada baiknya penangguhan 
penahanan dilakukan dengan jaminan, sebab cara ini 
dianggap lebih dipertanggungjawabkan demi upaya 
memperkecil tahanan melarikan diri”. 
 
Peraturan pelaksanaan KUHAP mengenai pelaksanaan 
penangguhan penahanan dengan jaminan diatur dalam Pasal 35 
dan Pasal 36 PP Nomor 21/1983 tentang pelaksanaan KUHAP 
(L.N 1983 No. 36) yang berbunyi : 
Pasal 35 KUHAP : 
(1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. 
(2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah 
lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan 
tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. 
Pasal 36 
(1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau 
terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) 
bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar 
uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan 
(2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas 
Negara melalui panitera pengadilan negeri 
(3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang 




untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara 
melalui panitera Pengadilan Negeri.  
 
Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 
36 ayat (1) dan ayat (3), penjelasan atas PP Nomor 27/1983 
tentang pelaksanaan KUHAP (T.L.N. No. 3258) sebagai 
berikut : 
Pasal 35 ayat (1) 
Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan 
negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu 
panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyetoran 
tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 
Pasal 36 ayat (1) 
Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penangguhan 
penahanan dengan jaminan orang. 
Ayat (3) 
Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan, disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran 
dari jaminan. 
   
Tata cara penangguhan penahanan ini secara rinci diatur 
oleh Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 
M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 pada 
butir 8, yaitu sebagai berikut : 
a. Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan yang 
dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang 




tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat-
syaratnya. 
b. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus 
secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983). 
c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang 
yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam 
perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus 
dijamin oleh penanggung tersebut (Pasal 36 ayat (10) PP, 
Nomor 27 Tahun 1983). 
d. Uang jaminan dimaksud butir b, disetorkan sendiri oleh 
pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarga ke 
panitera pengadilan negeri, dengan formulir yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
tingkat pemeriksaan. 
e. Bukti setoran dibuat rangkap 3, sehelai sebagai arsip 
panitera, sehelai dibawa oleh yang menyetorkan untuk 
digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian 
dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh panitera kepada 
pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak 
dititipkan kepada yang menyetorkan, untuk digunakan 
sebagai alat kontrol. 
f. Berdasarkan tanda bukti penyetoran yang diperhatikan oleh 
keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti 
penyetoran uang jaminan yang telah diterima oleh panitera 
pengadilan atau surat jaminan dari penjamin dalam hal 
jaminan adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat 




g. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut 
umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas 
sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status 
penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum 
penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian 
penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan dengan 
pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan 
di tingkat penuntutan. 
h. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh penuntut 
umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan 
terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan 
dengan jaminan maka penuntut umum dalam surat 
limpahannya meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri 
agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap 
dilanjutkan. 
i. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak 
dapat diketemukan lagi, maka diperlukan penetapan 
pengadilan tentang pengambilan alih uang jaminan tersebut 
menjadi milik negara dan memerintahkan kepada panitera 
untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara. 
j. Dalam hal tersangka/terdakwa yang melarikan diri seperti 
yang dimaksud dalam butir i, jaminan adalah orang, dan 
ternyata penjamin tidak dapat membayar uang yang 
menjadi tanggung jawabnya, maka untuk memenuhi uang 
jaminan itu, perlu penetapan pengadilan untuk melakukan 
penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin hukum 
acara perdata. 
    
Petunjuk teknis penahanan didalamnya juga mengatur 




selengkap dengan butir 8 huruf a-j Lampiran Keputusan 
Menteri Kehakiman di atas. 
Berdasarkan ketentuan petunjuk teknis penahanan, 
KUHAP tidak mengatur besarnya uang jaminan, jadi mengenai 
besarnya uang jaminan ini tergantung dari pejabat yang 
berwenang memberikan penangguhan penahanan. 
 
4) Penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu 
dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal 
tersangka atau terdakwa. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) 
KUHAP, apabila tersangka atau terdakwa melanggar syarat 
yang telah ditentukan maka penyidik, penuntut umum, atau 
hakim mempunyai kewenangan mencabut pelaksanaan 
penangguhan penahanan. 
 
   Pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam arti 
tidak melaksanakan wajib lapor lebih dari tiga bulan atau 
melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, maka selain 
pelaksanaan penangguhan penahanan dicabut, juga uang 
jaminan atau uang yang ditanggung oleh penjamin berubah 
menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. 
 
f. Pihak yang bisa memberikan penangguhan 
Wewenang penahanan diberikan terhadap semua instansi 
penegak hukum, sesuai yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 31 
ayat (1) KUHAP. Pasal 31 ayat (1) KUHAP tidak membatasi 
kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja, 
setiap instansi penegak hukum yang berwenang untuk memberikan 
penangguhan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun 




selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan 
tanggung jawab yuridis mereka. 
Namun perlu untuk menjadi catatan yang penting, bahwasanya 
penangguhan penahanan dapat diberikan penyidik, penuntut umum, 
maupun hakim “atas permintaan” tersangka atau terdakwa. Sehingga 
penulis berpendapat perlindungan HAM terhadap tersangka maupun 
terdakwa yang diberikan KUHAP terlihat sangat pasif. 
 
g. Pihak yang bisa meminta penangguhan 
Berdasarkan pada unsur-unsur yang dapat diurai dari ketentuan 
Pasal 31 ayat (1) KUHAP, para pihak yang dapat meminta 
penangguhan penahanan. Disebutkan bahwa yang dapat meminta 
penangguhan penahanan adalah tersangka atau terdakwa. Dan 
ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, bila ditinjau dari pejabat yang 
dapat mengadakan penangguhan penahanan maka penangguhan 
penahanan hanya dapat diadakan atas permintaan tersangka atau 
terdakwa.  
 Penangguhan penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka 
baik sebelum maupun sedang dilakukan penahanan. Permohonan 
penangguhan penahanan selain atas permintaan tersangka atau 
terdakwa dapat diajukan pula oleh tersangka atau keluarga, tersangka 
atau penasehat hukumnya tentang keberatan atas penahanan atau jenis 
penahanan yang sedang dijalani oleh tersangka dikabulkan oleh 
penyidik yang menahan  
h. Berakhirnya penangguhan penahanan 
Mengenai berakhirnya penangguhan penahanan yang pasti dapat 
terjadi jika dalam proses hukumnya, Hakim memutuskan bebas 
terhadap terdakwa, atau ketika masih berada di bawah kewenangan 




untuk dilanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut dan harus 
dihentikan atau di deponeering maka penangguhan penahanan 
dinyatakan berakhir. Meskipun ada batas-batas berakhirnya 
penangguhan penahanan, seperti jika melanggar ketentuan yang diatur 
di dalam PP Nomor 27/1983 tentang pelaksanaan KUHAP (T.L.N. 
No. 3258) dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 
M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, berakhirnya 
penangguhan penahanan dapat terjadi dengan paksa tanpa menunggu 
putusan yang inkraht dari hakim, maupun dari penyidik atau jaksa. 
Perlu dicermati dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) KUHAP yang 
menyebutkan bahwa karena jabatannya penyidik atau penuntut umum 
atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan 
dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 
Pencabutan pelaksanaan penangguhan penahanan harus ada 
dasar alasannya yang memberi kelayakan bagi pejabat untuk bertindak 
mencabut kembali pelaksanaan penangguhan penahanan. 
Ketentuan dari Pasal 31 ayat (2) KUHAP memberi pedoman 
kepada para pejabat yang berwenang, bahwa mereka dapat bertindak 
melakukan pencabutan penangguhan penahanan dalam hal tersangka 
atau terdakwa telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh 
pejabat yang bersangkutan. 
 Hal tersebut dapat diartikan jikalau tersangka atau terdakwa 
tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan 
penangguhan penahanan maka tidak ada alasan lagi bagi pejabat yang 
bersangkutan untuk bertindak melakukan pencabutan penangguhan 
penahanan. 
2. Penangguhan penahanan menurut the code of criminal procedure of 





a. Pengaturan Penangguhan Penahanan Di Jepang 
Mengenai pengaturan bail request diatur dalam pasal 89-100 The 
Code Of Criminal Procedure of Japan yang akan diuraikan di dalam 
tabel sebagai berikut : 
 
Tabel. 1 
Article 89-100, The Code Of Criminal Procedure of Japan, Act No. 131 of 1949 
Revised Act No. 36 of 2006 
No. Pasal Keterangan 
1 Pasal 89 Jaminan diberikan, kecuali : 
1) terdakwa telah didakwa dengan hukuman 
mati, atau penjara seumur hidup atau jangka 
waktu minimum satu tahun atau lebih;  
2) terdakwa sebelumnya dihukum karena suatu 
tindak pidana dengan hukuman mati, atau 
penjara seumur hidup atau untuk jangka 
waktu maksimum lebih dari 10 tahun;  
3)  terdakwa telah terbiasa melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 
selama jangka waktu maksimal 3 tahun atau 
lebih;  
4)  ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa 
dapat merusak bukti;  
5) ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa 
bisa melukai tubuh atau kerusakan milik 
korban atau orang yang dianggap memiliki 
pengetahuan yang diperlukan untuk sidang; 




mengancam terhadap dirinya, atau  
6) nama atau tempat tinggal terdakwa tidak 
diketahui.  
2. Pasal 90 Pengadilan mungkin, ketika menemukan hal yang 
tepat, memberikan jaminan jabatannya 
3. Pasal 91 Ketika kekangan penahanan sudah terlalu panjang, 
pengadilan wajib, atas permintaan dari orang yang 
diatur dalam Pasal 88 atau ex officio membatalkan 
penahanan atau memberikan jaminan oleh putusan.  
4. Pasal 92 1) Pengadilan harus, ketika membuat keputusan 
untuk memberikan atau menolak uang jaminan, 
mendengar pendapat jaksa penuntut umum. 
2) Pengadilan berkuasa untuk membatalkan 
penahanan kecuali diminta penuntut umum. 
5. Pasal 93 1) Pengadilan harus menetapkan besarnya jumlah 
jaminan. 
2) Besarnya jumlah jaminan mempertimbangkan 
sifat dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa 
3) Jika pengadilan mengabulkan permohonan 
jaminan dapat menentukan berdasar tempat 
tinggal terdakwa atau kondisi lain 
6. Pasal 94 1) Putusan pembebasan dengan jaminan tidak akan 
dijalankan sebelum pembayaran jaminan 
2) Pengadilan dapat menerima jika orang yang 
meminta jaminan dan membayar jaminan 
3) Pengadilan dapat mengizinkan ikatan jaminan 
yang harus dibayar dengan perjanjian tertulis, 
jaminan akan dikeluarkan dan ditanggung oleh 




7. Pasal 95 Pengadilan dapat mempercayakan terdakwa di 
bawah penahanan suaut organisasi, tempat tinggal 
keluarga atau orang lain atau menentukan tempat 
tinggal terdakwa dan menangguhkan eksekusi 
penahanan sampai putusan. 
8. Pasal 96 (1) Pengadilan dapat, atas permintaan dari penuntut 
umum atau ex officio, membatalkan  jaminan 
atau penangguhan eksekusi penahanan oleh 
penguasa ketika:  
(1)  Terdakwa telah dipanggil tetapi tidak 
muncul tanpa ada alasan yang dapat 
dibenarkan  
(2) Terdakwa melarikan diri atau ada 
kemungkinan menyebabkan mencurigai 
bahwa dia mungkin akan melarikan diri 
(3) Terdakwa menyembunyikan  atau 
menghancurkan alat bukti atau ada 
kemungkinan penyebab untuk mencurigai 
terdakwa akan menyembunyikan atau 
menghancurkan bukti-bukti 
(4) Terdakwa  merugikan atau mencoba untuk 
menyakiti tubuh atau milik korban, orang 
lain yang dianggap memiliki pengetahuan 
penting untuk persidangan atau kerabat 
orang tersebut atau telah mengancam 
mereka atau;  
(5) Terdakwa telah melanggar persyaratan yang 
ditetapkan oleh pengadilan  
2) Bila pengadilan melanggar, Pengadilan mungkin 




3) Bila terdakwa dengan jaminan telah ditemukan 
bersalah dan penghakiman telah final dan 
mengikat, dan terdakwa kemudian dipanggil 
untuk pelaksanaannya tapi tidak muncul di 
pengadilan tanpa alasan yang dibenarkan atau 
melarikan diri, pengadilan wajib, atas permintaan 
seorang jaksa penuntut umum, menyita seluruh 
atau sebagian dari jaminan yang menjadi jaminan  
9. Pasal 97 1) Sehubungan dengan kasus di mana batas waktu 
untuk melembagakan banding belum berakhir dan 
banding belum dilembagakan, untuk 
memperbaharui putusan-putusan periode 
penahanan, menangguhkan jaminan atau 
pelaksanaan penahanan, dan jaminan atau  
membatalkan penangguhan penahanan 
pelaksanaan harus dilakukan oleh pengadilan 
yang asli. 
2) Sehubungan dengan kasus di mana keberatan 
tersebut telah ditetapkan tapi kasus catatan belum 
tiba di Pengadilan banding, pengadilan dapat 
membuat putusan yang disesuaikan dengan tata 
tertib di Pengadilan 
3) Ketentuan-ketentuan dalam dua paragraf di atas 
berlaku mutatis mutandis untuk pengungkapan 
alasan penahanan 
10.  Pasal 98 1) Saat putusan untuk membatalkan uang jaminan 
atau penangguhan eksekusi penahanan telah 
dibuat atau ketika jangka waktu penangguhan 
penahanan telah berakhir, asisten jaksa, pejabat 




penuntut umum, memenjarakan terdakwa 
setelah menunjukkan transkrip surat perintah 
penahanan dan transkrip hukum tertulis tentang 
jaminan atau penangguhan eksekusi penahanan 
atau transkrip yang menunjuk jangka waktu 
pelaksanaan penahanan  
2) Bila orang tersebut tidak dapat menampilkan 
dokumen dalam paragraf sebelumnya untuk 
terdakwa karena  tidak memiliki dokumen-
dokumen dan bila keadaan mendesak, dapat 
memenjarakan terdakwa setelah  memberitahu 
terdakwa bahwa keputusan itu untuk 
memberikan jaminan atau untuk menunda 
pelaksanaan penahanan telah dibatalkan atau 
bahwa jangka waktu pelaksanaan penangguhan 
penahanan telah berakhir, sesegera mungkin 
dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada 
terdakwa 
3) Ketentuan Pasal 71 berlaku mutatis mutandis 
untuk memenjarakan terdakwa. 
11. Pasal 99 1) Pengadilan dapat merebut alat bukti yang 
diangap memerlukan penyitaan, namun hal ini 
tidak perlu dilakukan bila dinyatakan langsung 
segera disediakan 
2) Pengadilan dapat menetukan alat bukti mana 
saja yang dianggap perlu 
12. Pasal 100 1) Pengadilan dapat menyita dokumen yang 
dikirimkan kepada terdakwa melalui pos, 
telegram atau yang dimiliki oleh lembaga publik 




atau  orang lain. 
2) Item pos atau telegram yang dikirim kea tau 
oleh terdakwa yang ditahan atau diganggu oleh 
lembaga komunikasi public atau orang lain 
dapat di tangkap aatau ditahan jika tidak tunduk 
pada paragraph sebelumnnya. 
3) Bila pengadilan telah membuat disposisi dalam 
dua paragraf sebelumnya maka pengirim atau 
penerima pos atau telegram dari terdakwa harus 
diberitahu, namun hal ini dapat tidak dilakukan 
bila ada rasa takut bahwa pemberitahuan 
tersebut akan menghalangi proses pengadilan 
 
b. Pengertian 
Penangguhan penahanan di dalam the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006 
disebut atau dikenal dengan istilah bail request. Yang dimaksud 
dengan bail request adalah pembayaran jaminan dikarenakan adanya 
permohonan penangguhan penahanan dalam criminal procedure code 
of Japan.  
Secara historis, lembaga jaminan uang atau orang yang telah 
dikenal dalam HIR berasal dari sistem jaminan yang pernah 
berkembang di Negara inggris dan dikembangkan pula di Amerika, 
dikenal dengan sebutan “bail system”. Setelah terjadi pendudukan 
oleh suku Norman di Inggris pada tahun 1066, system tersebut 
dipergunakan, jika seorang anggota masyakat melakukan kejahatan, 
masyarakat secara keseluruhan  diharuskan menjaminkan harta 
kekayaannya bagi kehadiran tertuduh dalam persidangan kelak. 
Dengan demikian, diharapkan jaminan tersebut akan memaksa 




persidangan. Konsep pertanggungjawaban kelompok ini kemudian 
sudah ditinggalkan , akan tetapi kemampuan tertuduh untuk 
memperoleh kebebasannya sambil menunggu peradilan baginya 
dengan memberikan atau menyerahkan uang jaminan, tetap 
diberlakukan sampai saat ini. 
Pemberian bail request dapat diberikan terhadap siapa saja 
yang mengajukan sesuai dengan Pasal 89 criminal procedure of japan, 
act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006 dengan pengecualian : 
1) terdakwa telah didakwa dengan hukuman mati, atau penjara 
seumur hidup atau jangka waktu minimum satu tahun atau lebih;  
2) terdakwa sebelumnya dihukum karena suatu tindak pidana dengan 
hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau untuk jangka 
waktu maksimum lebih dari 10 tahun;  
3)  terdakwa telah terbiasa melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara selama jangka waktu maksimal 3 tahun 
atau lebih;  
4) ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa dapat merusak bukti;  
5) ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa bisa melukai tubuh atau 
kerusakan milik korban atau orang yang dianggap memiliki 
pengetahuan yang diperlukan untuk sidang; kasus ini, atau 
mungkin melakukan tindakan mengancam terhadap dirinya, atau  
6) nama atau tempat tinggal terdakwa tidak diketahui. 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bail request dapat 
diberikan kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipaparkan 
mengenai criminal procedure code yang berlaku di Jepang hingga 
seseorang dapat memperoleh bail request atas dugaan perbuatan 
pidana yang dilakukan olehnya.  
Seluruh prosedur hukum yang diikuti dalam kasus pidana 
dipersamakan  di wilayah Jepang.  Hanya ada satu teritorial yurisdiksi 




akan disebut PKC) dan Hukum Acara Pidana tahun 1949 yang 
merupakan sumber utama hukum yang mengatur acara pidana. 
Sebagian besar hak-hak individu tentang investigasi kriminal 
dan persidangan pengadilan dilindungi oleh konstitusi Jepang. Pasal 31 
menyatakan bahwa “orang tidak akan kehilangan hidup, atau kebebasan, 
atau akan dikenakan denda kecuali berdasar dengan prosedur yang 
ditetapkan oleh aturan yang ada. Sedangkan Pasal 33 menyatakan bahwa 
orang tidak akan ditahan kecuali atas perintah yang dikeluarkan oleh 
petugas yudisial yang kompeten untuk menentukan telah terjadi tindak 
pidana.  
Jika terjadi perbuatan tindak pidana dan atau polisi menduga telah 
terjadi tindak pidana, polisi yang dibantu secara langsung dengan Jaksa 
wilayah meminta hakim untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. 
Pada prinsipnya tidak dapat dilakukan penangkapan tanpa adanya surat 
perintah penangkapan dari hakim. Setelah menangkap tersangka, polisi 
harus segera memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka dan 
meminta keterangan mengenai hal yang disangkakan. Dalam waktu 48 
jam, polisi harus segera merujuk kepada jaksa dengan dokumen dan alat 
buktinya, kalau hal ini tidak dilakukan maka tersangka wajib untuk 
dilepaskan. Jika alat bukti sudah lengkap, jaksa akan melakukan 
wawancara dengan tersangka mengenai perbuatan yang dilakukan oleh 
tersangka, serta memutuskan sesegera mungkin membuat pra dakwaan 
penahanan. Setelah proses ini selesai maka hakim akan melakukan 
dengar pendapat dengan polisi, jaksa, dan tersangka. Tersangka, beserta 
kuasa hukumnya dapat meminta penangguhan penahanan sampai di 
gelarnya persidangan yang sesungguhnya dengan saiban-in (semacam 
dewan juri dalam sistem hukum Anglo-Saxon). Bail request 
kecenderungan akan selalu dikabulkan dengan pengecualian seperti yang 
terdapat di dalam pasal 89. (www.google.search??.html). Sedangkan 





c. Jenis Jaminan  
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 89-100 
The Code Of Criminal Procedure of Japan, dapat dianalisa 
bahwasanya di Jepang penjaminan terhadap tersangka atau terdakwa 
dapat dilakukan dengan uang maupun dengan jabatan hakim, jika hal 
tersebut perlu untuk dilakukan. Mengenai penjaminan oleh jabatan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 90 yang berbunyi Pengadilan ketika 
menemukan hal yang tepat.  
Ketentuan mengenai pemberian uang jaminan terdapat di dalam 
Pasal 92 yang berbunyi pengadilan ketika membuat keputusan untuk 
memberikan atau menolak uang jaminan, mendengar pendapat jaksa 
penuntut umum. Pendapat jaksa akan diperhatikan dalam menentukan 
besarnya jumlah uang jaminan yang ditetapkan, karena berdasar pada 
proses peradilan di Jepang, sebelum hakim menjatuhkan putusan 
untuk menetapkan apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak, Jaksa 
perlu melakukan semacam presentasi untuk memberitahukan tuduhan 
kepada hakim dan tersangka. Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) besarnya 
jumlah jaminan mempertimbangkan sifat dan tindak pidana yang 
dilakukan terdakwa.  
 
d. Syarat Penangguhan  
Penangguhan penahanan kecenderungan akan dikabulkan oleh 
hakim dalam sidang pendengaran dengan jaksa, polisi, tersangka dan 
atau kuasa hukumnya. Hakim akan tetap berpendirian untuk tidak 
mengabulkan penangguhan penahanan tersangka dengan jaminan jika 
tersangka akan merusak alat bukti dan melarikan diri. 
Berdasarkan Pasal 94 putusan pembebasan dengan jaminan 
tidak akan dijalankan sebelum pembayaran jaminan, pengadilan dapat 




dan pengadilan dapat mengizinkan ikatan jaminan yang harus dibayar 
dengan perjanjian tertulis, jaminan akan dikeluarkan dan ditanggung 
oleh orang yang tepat, selain terdakwa.  
e. Pihak yang bisa memberikan penangguhan 
Berdasarkan pada ketentuan criminal procedure law of Japan, 
satu-satunya yang berhak memberikan atau mengabulkan permohonan 
bail request adalah hakim di Pengadilan. Bahkan hakim dapat 
menjaminkan jabatannya, jika dirasa perlu dan tidak ada yang 
menanggung atau memberikan jaminan terhadap tersangka. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan Pasal 90. 
f. Pihak yang bisa meminta penangguhan 
Bail request untuk meminta penangguhan penahanan dapat 
dilakukan oleh tersangka sendiri, kuasa hukum, ataupun kerabat yang 
mampu untuk membayar uang jaminan atas diri tersangka, sesuai 
dengan besaran jumlah jaminan yang ditentukan oleh hakim.  
g. Berakhirnya penangguhan 
Mengenai ketentuan kapan jangka waktu berakhirnya 
penangguhan penahanan diatur dengan sangat jelas di dalam the code 
of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 
of 2006. Hal tersebut dapat dilihat dengan mencermati beberapa Pasal 
di dalamnya, yang antara lain merujuk pada ketentuan dalam Pasal 89 
yang merupakan syarat utama pengecualian atau tidak 
diperbolehkannya permohonan bail request jika dilanggar oleh 
tersangka.  
Namun yang lebih khusus menjelaskan mengenai berakhirnya 
perjanjian bail request untuk penangguhan penahanan dapat melihat 




1) Pengadilan dapat, atas permintaan dari penuntut umum atau ex 
officio, membatalkan  jaminan atau penangguhan eksekusi 
penahanan oleh penguasa ketika:  
(1) Terdakwa telah dipanggil tetapi tidak muncul tanpa ada alasan 
yang dapat dibenarkan 
(2) Terdakwa melarikan diri atau ada kemungkinan menyebabkan 
mencurigai bahwa dia mungkin akan melarikan diri 
(3) Terdakwa menyembunyikan  atau menghancurkan alat bukti 
atau ada kemungkinan penyebab untuk mencurigai terdakwa 
akan menyembunyikan atau menghancurkan bukti-bukti 
(4) Terdakwa  merugikan atau mencoba untuk menyakiti tubuh 
atau milik korban, orang lain yang dianggap memiliki 
pengetahuan penting untuk persidangan atau kerabat orang 
tersebut atau telah mengancam mereka atau; 
(5) Terdakwa telah melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh 
pengadilan  
(6) Bila melanggar, Pengadilan mungkin menyita seluruh atau 
sebagian dari jaminan. Bila terdakwa dengan jaminan telah 
ditemukan bersalah dan penghakiman telah final dan mengikat, 
dan terdakwa kemudian dipanggil untuk pelaksanaannya tapi 
tidak muncul di pengadilan tanpa alasan yang dibenarkan atau 
melarikan diri, pengadilan wajib, atas permintaan seorang 
jaksa penuntut umum, menyita seluruh atau sebagian dari 
jaminan yang menjadi jaminan 
Bail request juga akan berakhir jika penangguhan penahanan 
telah berakhir jangka waktu penahanan seperti yang diatur di dalam 
Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi ketika jangka waktu penangguhan 
penahanan telah berakhir, asisten jaksa, pejabat pengadilan harus 




terdakwa setelah menunjukkan transkrip surat perintah penahanan dan 
transkrip hukum tertulis tentang jaminan atau penangguhan eksekusi 
penahanan atau transkrip yang menunjuk jangka waktu pelaksanaan 
penahanan  
3.  Persamaan dan Perbedaan 
Dengan memperbandingkan antara penangguhan penahanan 
menurut KUHAP dengan bail request yang diatur dalam Pasal 89-100 
The Code Of Criminal Procedure of Japan seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka dapat ditarik suatu pembahasan yang menjelaskan mengenai 
persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Agar lebih mempermudah 
dalam pembahasan, maka sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu 
persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam format yang berbentuk 
tabel sebagai berikut 
a. Persamaan :  
Tabel 3. 
Persamaan penangguhan penahanan dengan bail request 




(The Code Of Criminal 
Procedure of Japan) 










- Lebih lanjut bahwa 
menurut Pasal 31 
Under the present code, bail is not 
available for a suspect. Article 89 
of the CCP provides that when a 
request for bail is made, it shall be 
granted unless it falls within such 
certain exceptions as that the 
accused is charged with a serious 
offense or there is probable cause 
to suspect that the accused may 
conceal or spoil evidence. 
(bail request adalah sistem untuk 









uang atau orang atau 




penangguhan penahanan dengan 
membayar uang jaminan. Jaminan 
tidak diberikan terhadap tersangka  
yang berdasar pada Pasal 89 yang 
menyatakan bahwa apabila 
permohonan jaminan dibuat, maka 
harus diberikan, kecuali termasuk 
dalam pengecualian tertentu seperti 
bahwa tersangka dituduh 
melakukan pelanggaran serius atau 
ada menyebabkan kemungkinan 
untuk mencurigai bahwa tersangka 
dapat menyembunyikan atau 
merusak bukti.) 
2. Tujuan - Untuk menegakkan 
asas presumption of 
innonce sebagai 
jantung dari sistem 




- Untuk memberikan 
kesempatan kepada 
tersangka atau terdakwa 
dapat hidup normal seperti 
biasa sebelum dijatuhkan 
putusan yang inkracht dan 
mempersiapkan diri atau 
bukti-bukti yang berguna 
untuk pembelaan diri.  
- Sebagai negara yang juga 
menganut sistem hukum 
eropa kontinental, bail 
request merupakan salah 
satu cara untuk 
menegakkan asas 








penahanan berakhir jika 
tersangka melanggar 
”perjanjian” seperti 
yang telah ditentukan. 
Jika di dalam KUHAP, 
permohonan 
penangguhan 
penahanan berakhir jika 
melanggar syarat-syarat 
yang ditentukan di 
dalam PP Nomor 
27/1983 tentang 
pelaksanaan KUHAP 
(T.L.N. No. 3258) dan 





1983 tanggal 10 
Desember 1983 
 
Penangguhan penahanan berakhir 
jika ketentuan dalam Pasal 89 
criminal procedure code of Japan 
dilanggar oleh tersangka. Namun 
yang lebih khusus menjelaskan 
mengenai berakhirnya perjanjian 
jaminan untuk penangguhan 
penahanan dapat melihat pada 
ketentuan Pasal 96 dan 98 




b. Perbedaan : 
 
Tabel 3. 
Perbedaan penangguhan penahanan dengan bail request 
No. Keterangan Penangguhan 
Penahanan 
Bail Request 




(KUHAP) of Japan) 
1. Sistem 
Hukum 
- Indonesia adalah 
negara bekas jajahan 
koloni Belanda 
selama kurang lebih 
350 tahun, sehingga 
sistem hukum yang 






- Pada prinsipnya yang dianut 
adalah sistem hukum Eropa 
Kontinental, namun yang 
membuat berbeda adalah 
bercampurnya sistem hukum 
tersebut dengan pengaruh 
hukum Inggris-Amerika dan 
juga hukum lokal yang 








jika diminta oleh 
tersangka atau pihak 
ketiga yang 
berkepentingan 
- Bail request untuk penangguhan 
penahanan ada karena menjadi 
satu kesatuan tahapan yang 
saling berkaitan dalam proses 
peradilan pidana tanpa adanya 
permintaan. Hukum telah 
mengatur bahwa kewajiban dari 
aparat penegak hukum untuk 
menawarkan hak-hak tersangka. 
Penangguhan penahanan 
kecenderungan akan selalu di 
kabulkan, bahkan jika hakim 
menghendaki, maka hakim dapat 
menjaminkan jabatannya. 
 




Berdasarkan pada ketentuan 






semua instansi penegak 
hukum, sesuai yang 
tercantum di dalam 
ketentuan Pasal 31 ayat 
(1) KUHAP. Pasal 31 




instansi tertentu saja, 






Japan, satu-satunya yang berhak 
memberikan atau mengabulkan 
permohonan bail request adalah 
hakim di Pengadilan, sesuai 




Di dalam KUHAP pada 
Pasal 31 ayat (1) 
KUHAP dengan jelas 
bahwa dikenal adanya 
jaminan uang atau 
jaminan orang. 
Bail request di dalam article 89-
100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 
of 1949 revised act no. 36 of 
2006 hanya menyebutkan 
jaminan berupa uang, yang 





Di dalam KUHAP 
Pasak 31 ayat (1) yang 
berbunyi: “dengan atau 
tanpa uang jaminan 
uang atau jaminan 
orang”. Menjelaskan 
bahwa jaminan bersifat 
Berdasarkan Pasal 94 putusan 
pembebasan dengan jaminan 
tidak akan dijalankan sebelum 
pembayaran jaminan, 
pengadilan dapat menerima jika 
orang yang meminta jaminan 





merupakan syarat yang 
mutlak. 
pengadilan dapat mengizinkan 
ikatan jaminan yang harus 
dibayar dengan perjanjian 
tertulis, jaminan akan 
dikeluarkan dan ditanggung 
oleh orang yang tepat, selain 
terdakwa.  
 
1) Pembahasan Persamaan dan perbedaan penangguhan penahanan 
dan bail request 
Melihat dan menganalisa tabel maka dapat ditarik suatu 
pembahasan yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan di 
antara keduanya.  
Mencermati dari kedua negara yang memiliki sistem hukum yang 
sama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, memberikan satu benang 
merah penghubung bahwasanya kedua negara sepakat memilih bentuk 
sistem hukum yang menempatkan hak asasi manusia sebagai subyek 
untuk dilindungi. Sebagai subyek hukum, tersangka atau terdakwa 
terhadapnya tetap melekat asas praduga tidak bersalah sampai benar-
benar ada putusan yang inkracht yang membuktikan bahwa tersangka 
atau terdakwa tersebut telah secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana. 
Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri 
diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Meskipun 
berbeda negara ataupun sistem hukum yang dianut, keseluruhan sistem 
hukum memiliki sendi yang bersifat universal yakni : 
1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia 
2. Legalitas dari tindakan negara/ pemerintah dalam arti tindakan aparatur 
negara yang dapat dipertanggungjawakan secara hukum  






Indonesia maupun Jepang sebagai negara hukum (rule of law), harus 
menegakkan hukum untuk menjamin ketertiban di dalam masyarakat tetap 
terjaga. Hukum merupakan tool social engineering terutama pada negara-
negara yang mendasarkan diri pada hukum. Meskipun hukum harus tetap 
ditegakkan, hukum tidak boleh menutup mata terhadap adanya Hak Asasi 
Manusia yang diakui dan bersifat universal. Hak-hak yang dimiliki oleh 
orang yang diduga bersalah harus tetap di hargai, karena pada hakikatnya 
orang yang dianggap bersalah belum tentu bersalah sampai ada suatu 
putusan hukum yang tetap.  
Oleh karena itu konsepsi rule of law membawa konsekuensi, bahwa 
sendi-sendi yang bersifat universal tersebut harus tercermin dalam hukum 
pidana, khususnya hukum acara pidana. Hal ini menjadi wajib jika 
dikaitkan dengan tindakan upaya paksa penahanan yang lekat dengan 
pemberlakuan hukum pidana. Upaya paksa penahanan yang dilakukan 
oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Polisi dan Jaksa merupakan 
suatu perampasan hak atas kemerdekaan seseorang yang merupakan 
tindakan pelanggaran HAM. Pada fase inilah aparat penegak hukum 
seharusnya bersikap arif dengan memberikan penjelasan hak-hak seorang 
yang disangka melakukan tindak pidana, terutama hak untuk mendapatkan 
penangguhan penahanan. Dengan informasi yang jelas mengenai 
penangguhan penahanan, diharapkan seorang tersangka masih dapat 
menjalani hidupnya secara normal sampai ada putusan yang inkracht dan 
mencari bukti-bukti yang bisa menguntungkan sebagai bahan pembelaan. 
Hukum acara pidana merupakan suatu kontrol yang dapat 
digunakan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat 
mencederai upaya negara untuk memberikan jaminan perlindungan HAM 
dengan tidak melupakan penegakan hukum. KUHAP maupun article 89-
100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised 
act no. 36 of 2006 telah mengakomodasi adanya hak-hak tersangka 




 Namun dalam proses hukum beracara, tidak keseluruhan prosedur 
pemberian penangguhan penahanan antara KUHAP dan criminal 
procedure law of Japan memiliki kesamaan. Berawal dari adanya 
campuran hukum Inggris-Amerika dan juga hukum lokal dari Jepang 
sendiri, secara langsung maupun tidak berdampak pada proses beracara 
pidana yang berbeda di Jepang. 
(http://wapedia.mobi/id/Sistem_hukum_di_dunia) . Di jepang, Hakim 
bersifat aktif semenjak praperadilan untuk memastikan dakwaan pra 
penahanan dari jaksa dapat diterima, serta memberitahukan hak-hak dari 
tersangka. Model ini mirip dengan sistem hukum yang berlaku di Inggris-
Amerika. Sedangkan hukum lokal sangat terlihat dengan dilibatkannya 
saiban-in.  Untuk memperjelas mengenai gambaran tata cara criminal 
procedur law of Japan lebih jelas lagi, maka berikut bagan yang dapat 





Gambar. 3  
Proses beracara pidana di Jepang 
 
 
Mencermati dari bagan dan gambar tersebut diatas, telihat jelas 
bahwasanya, penangguhan penahanan di Jepang merupakan hak dari 
tersangka yang akan ditawarkan pada permulaan penangkapan, yang 
kemudian akan dimintakan legal opinion dari hakim. Jadi ada kesan 
yang terlihat, bahwa meskipun penangguhan penahanan adalah hak 
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tersangka atau terdakwa yang dapat diambil ataupun tidak, namun 
hakim berusaha memenuhi kewajibannya dalam opening prosecuding 
untuk tetap menghargai hak asasi tersangka. Sedangkan di Indonesia, 
berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang aktif untuk 
meminta permohonan penangguhan penahanan adalah tersangka, 
terdakwa, kuasa hukumnya, maupun kerabat dekatnya. Jika tidak ada 
yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan tidak akan  
diberikan. 
Kewenangan penangguhan penahanan di dalam KUHAP 
berikan pada setiap tingkatan jajaran institusi penegak hukum, 
sedangkan di Jepang permohonan penangguhan dapat diajukan lewat 
kepolisian dan jaksa, namun keputusan akhir untuk dikabulkan atau 
tidaknya permohonan tersebut berada sepenuhnya di tangan hakim. 
Sedangkan mengenai jenis jaminan penangguhan penahanan, 
KUHAP mengenal adanya jaminan dengan uang dan atau orang, 
sedangkan di Jepang hanya ada jaminan berupa uang dan jaminan dari 
pengadilan. Namun pemberian jaminan oleh Pengadilan hanya pada 
kasus-kasus tertentu saja yang tidak mudah untuk diberikan. Yang 
menjadi titik penting bail request adalah adanya jaminan berupa uang. 
Menjadi catatan sebagaimana yang ditegaskan dalam  The 
Advisory Committee of the American Bar Association’s Project on 
Minimum Standards for Criminal Justice bahwa Persyaratan bahwa 
tertuduh harus menyerahkan uang jaminan mengakibatkan 
diskriminasi terhadap tertuduh yang miskin dan terhadap masyarakat 
umum yang harus menanggung ongkos penahanan (tertuduh) dan 
yang sering menunjang kesejahteraan sosial tertuduh. Sistem bail 
sebagaimana yang ada dewasa ini tidak memuaskan ,baik dilihat dari 
segi pandangan tertuduh maupun segi pandangan masyarakat umum. 




menerjemahkan atau menjabarkan resiko larinya (tertuduh) dalam 
bentuk dolar atau sen, dan sekalipun dengan landasan pemikiran 
(sistem ini), yakni resiko kehilangan harta kekayaan dapat mencegah 
tertuduh menghindari penuntutan , tetap diragukan kebenarannya. Hal 
ini tentu berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. 
Melihat penjelasan dalam Pasal 31 KUHAP unsur jaminan 
bukan merupakan syarat mutlak dalam penangguhan penahanan. 
Penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan hanya bersifat 
fakultatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang 
berbunyi “ dengan atau tanpa uang jaminan uang atau jaminan orang”. 
Penetapan mengenai bentuk jaminan penilaian dari instansi yang 
menahan apakah akan membebani dengan jaminan atau tidak. Unsur 
jaminan dapat dikesampingkan. Cuma agar syarat penangguhan 
penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan penahanan 
dibarengi dengan jaminan. Cara yang demikaian dapat lebih 













4. Kelemahan dan kelebihan pengaturan penangguhan penahanan menurut 
KUHAP dengan Bail Request (Article 89-100, The Code of Criminal 
Procedure of Japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) 
Berdasarkan pada perbandingan antara penangguhan penahanan 
menurut KUHAP dan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) 
sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, maka dapat dijelaskan 
suatu pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan keduanya, antara lain 
sebagai berikut : 
1. Pengaturan Penangguhan Penahanan Menurut KUHAP 
a. Kelebihan Penangguhan Penahanan di Dalam KUHAP 
Pengaturan mengenai penangguhan penahanan merupakan 
upaya pemenuhan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dari 
KUHAP. Dengan berkiblat pada sistem akusatur, KUHAP 
mempunyai kelebihan antara lain menganut asas praduga tidak 
bersalah, yang artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras 
telah melakukan tindakan pidana wajib dianggap tidak bersalah 
sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan pengadilan 
melalui sidang peradilan yang terbuka, bebas dan tidak memihak. 
Selama proses pidana masih diperiksa, maka orang tersebut haruslah 
dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Upaya paksa yang berupa 
penahanan sangat merugikan tersangka, baik dari segi waktu, biaya 
dan pikiran.  
Untuk itu diperlukan adanya suatu terobosan oleh aparat 
penegak hukum untuk selalu mengingatkan hak tersangka dalam 
memperoleh penangguhan penahanan. Pengaturan penangguhan 
penahanan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Pasal 31 ayat 
(1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “Atas permintaan 
tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, 




penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau 
jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. 
Memperhatikan ketentuan dari penangguhan penahanan yang 
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, maka disini dapat 
disimpulkan bahwa penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa 
dari penahanan berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari 
penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir, dengan adanya 
penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan 
dari tahanan pada saat penahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. 
Jika hal ini dapat diperoleh maka tersangka dapat kembali hidup 
normal di dalam masyarakat sampai ada perintah panggilan dari pihak 
yang berwajib. Permohonan penangguhan penahanan juga mengatur 
bahwasanya jaminan berupa orang maupun uang bukan termasuk 
dalam syarat utama memperoleh penangguhan. Hal ini memberikan 
dampak yang positif terhadap tersangka, terutama bagi tersangka yang 
tergolong tidak mampu.  
Sedangkan proses pengajuan permohonan penangguhan 
penahanan dapat dilakukan pada tiap tingkatan proses pidana. 
Wewenang penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak 
hukum. Pasal 31 ayat (1) KUHAP tidak membatasi kewenangan 
penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja, setiap instansi 
penegak hukum yang berwenang untuk penangguhan penahanan. Baik 
penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan 
untuk menangguhkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan 
masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.  
Mengenai orang yang dapat bertindak sebagai penjamin adalah 
orang yang mempunyai hubungan dengan tersangka misalnya 
keluarga, penasehat hukumnya “teman atau orang yang bersedia 
menjadi pemimpin” dan disini penjamin harus bertanggungjawab 




Tanpa ingin menonjolkan hak tersangka dan melupakan dugaan 
yang telah dituduhkan terhadap tersangka, setiap individu yang 
permohonannya telah dikabulkan, hendaknya memiliki itikad baik 
untuk memelihara “perjanjian” dan menjaga kepercayaan dari 
Pengadilan. Sehingga proses hukum dapat berjalan dengan sesegera 
mungkin. 
Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak 
bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus 
dihormati dan disatu pihak kepentingan demi ketertiban umum juga 
harus diperhatikan atau dipertahankan untuk banyak orang atau 
masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Di sinilah letak 
keistimewaan hukum acara pidana, yang mempunyai ketentuan-
ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, 
yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang-
seorang.(Andi Hamzah, 1996:132). 
 
b. Kelemahan Penangguhan Penahanan di Dalam KUHAP 
Meskipun wewenang untuk memberikan penangguhan 
penahanan dimiliki oleh setiap instansi penegak hukum (dalam hal ini 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), namun kenyataannya masih 
sedikit sekali penangguhan penahanan yang diberikan kepada 
masyarakat yang memiliki permasalahan dengan hukum. 
Kecenderungan pemberian penangguhan penahanan diberikan 
terhadap tersangka yang memiliki tingkat kedudukan sosial tinggi, 
yang bahkan identik dengan kejahatan dalam skala yang besar.  
Tentang dasar mengenai permohonan penangguhan penahanan 
telah memiliki landasan yuridis yang jelas yaitu Pasal 31 KUHAP, 
yang bahkan telah diperinci lagi secara rijid di dalam aturan pelaksana 
di bawah KUHAP. Sehingga mengenai segala sesuatu dari sudut 
yuridis penangguhan penahanan sudah tidak lagi relevan untuk 




penangguhan penahanan adalah dampak yang ditimbulkan, tanpa 
menafikan hak asasi manusia dari tersangka. Sekalipun undang-
undang telah memberikan kebebasan dan kewenangan penuh kepada 
instansi yang berwenang, sangat sulit akan dampak yang diberikan 
dengan melihat dari aspek kepentingan dan ketertiban umum. Karena 
kedua aspek tersebut, instansi yang memberikan penangguhan 
penahanan wajib menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis, 
preventif, korektif dan edukatif ( M. Yahya Harahap, 2002: 215).  
Pemberian penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana 
pembunuhan, narkotik, penyelundupan, atau bahkan kejahatan dengan 
label extra ordinary crime, secara umum bertentangan dengan 
kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan 
psikologis, penangguhan penahanan atas kejahatan semacam itu 
bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak 
mencerminkan aspek edukatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, 
kebebasan dan kewenangan menangguhkan penahanan, jangan 
semata-mata bertitik tolak dari sudutpersyaratan dan jaminan yang 
ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih 
dalam dari sudut yang lebih luas. 
 
2. Pengaturan Penangguhan Penahanan Menurut bail request (article 
89-100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 
revised act no. 36 of 2006) 
a. Kelebihan Pengaturan Penangguhan Penahanan Menurut Bail Request 
Dengan adanya pengaruh dari sistem hukum Inggris-Amerika, 
criminal procedure law of Japan membentuk hakim untuk bertindak 
aktif, terutama dalam tahap pemeriksaan pendahululuan. Hakim 
bertindak dan berfungsi baik sebagai examinating judge maupun 
investigating judge. Dalam pokok masalah permohonan penangguhan 




untuk menangguhkan penahanan dan menetapkan besarnya perikatan 
uang jaminan. 
Jaksa dalam membacakan dakwaan pra penahanan pada fase 
pemeriksaan pendahuluan, akan meminta legal opinion dari hakim. 
Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk bertindak 
memutuskan sebagai berikut : 
2) Mengesahkan penahanan yang dilakukan oleh polisi dan atau jaksa 
atau; 
3) Menyatakan penahanan yang dilakukan polisi dan jaksa tidak sah 
sehingga orang yang ditangkap tersebut wajib untuk segera 
dilepaskan atau; 
4) Memberikan  dan atau menawarkan hak-hak tersangka, khususnya 
mengenai bail request sebagai syarat penangguhan penahanan 
terhadap tersangka setelah dinyatakan sah mengenai dasar 
penahanan yang dilakukan. 
Dengan melihat fungsi serta wewenangnya,  hakim telah 
berperan aktif fase pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian 
proses berperkara yang fleksibel dan cepat dapat meringankan beban 
terdakwa, sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia. 
Meskipun keseluruhan proses penangguhan penahanan lekat 
dengan kewenangan Hakim, namun berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan 
(2) the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 
revised act no. 36 of 2006 yang berbunyi : 
- Ayat (1) : Pengadilan harus, ketika membuat keputusan untuk 
memberikan atau menolak uang jaminan, mendengar pendapat 
jaksa penuntut umum. 
- ayat (2) :  Pengadilan berkuasa untuk membatalkan penahanan 
kecuali diminta penuntut umum. 
Mencermati dari ketentuan tersebut masih terdapat sistem check 




request. Check and balances merupakan suatu bentuk kontrol antara 
masing-masing institusi, agar terwujud adanya keterbukaan.  Karena 
keterbukaan merupakan  syarat  tegaknya  sistem  peradilan  yang  
bebas  dan  tidak memihak  serta menjunjung  tinggi  hak  asasi  
manusia. 
 
b. Kelemahan Pengaturan Penangguhan Penahanan Menurut Bail 
Request 
Dalam negara yang memiliki percampuran sistem hukum dunia, 
pastilah diharapkan mampu untuk membentuk suatu sistem yang maju 
dan lebih baik bagi terciptanya rasa adil. Sistem yang dicitakan pun 
ternyata masih memiliki kelemahan di beberapa sisi kebebasan dan 
penghargaan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu dibutuhkan suatu 
kajian akademis guna saling mendorong terwujudnya sistem hukum 
yang lebih baik. Disinilah letak pentingnya studi perbandingan 
hukum.  
Penangguhan penahanan menurut bail request (article 89-100, 
the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised 
act no. 36 of 2006) telah begitu rijid dan sistematis dalam menyusun 
ketentuan mengenai permohonan penangguhan penahanan. Mengingat 
penangguhan juga merupakan hak asasi dari seorang tersangka untuk 
tetap menikmati kebebasan yang harus tetap dihormati, sesuai dengan 
semangat asas praduga tidak bersalah. Dari segi yuridis tidak ada 
ketentuan yang menjadi masalah terhadap pengaturan tersebut. Namun 
dilihat dari segi sosiologis, bail request mensyaratkan adanya jaminan 
uang untuk meminta penangguhan penahanan, seperti yang termuat di 
dalam ketentuan Pasal 94.  
Hal ini patut menjadi koreksi, bahwasanya meskipun uang 
jaminan hanya merupakan uang titipan guna menghindari terjadinya 
wanprestasi, tiada suatu pertimbangan bahwa masih aturan hukum 




dalam konteks orang yang memohon bail request berasal dari 
keluarga yang kurang mampu, bagaimana mungkin tersangka tersebut 
dapat memperoleh dan menikmati kebebasan lewat penangguhan 
penahanan.  
Perlu diingat dan diketahui bahwa terjadinya penanguhan 
penahanan seolah-olah di dasarkan pada “bentuk kontrak” atau 
“perjanjian” di dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung 
untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan 
pada “perjanjian” antara orang yang ditahan atau orang yang 
menjamin dengan instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan 
melaksanakan dan mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan oleh 
pihak Pengadilan. Jadi semacam terdapat kewajiban untuk saling 
memenuhi prestasi.  
Hal ini menjadi bahaya jika didalam aturan tersebut hanya 
mensyaratkan sahnya permohonan penangguhan jika telah 
terpenuhinya bail yang besarnya ditentukan secara sepihak, yang 
dalam hal ini adalah Hakimdi Pengadilan. Pernyataan ini mendasarkan 
diri pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi : “Putusan 
pembebasan dengan jaminan tidak akan dijalankan sebelum 
pembayaran jaminan” dan Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi : 




A. SIMPULAN        
 
            Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan 
pembahasan, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut : 
 
1. Persamaan dan perbedaan pengaturan penangguhan penahanan 
menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006). 
- Persamaan antara pengaturan penangguhan penahanan menurut KUHAP 
dengan bail request (article 89-100, the code of criminal procedure of japan, 
act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) adalah yang Kesatu, secara 
pengertiannya keduanya merupakan ketentuan untuk mengatur terhadap 
adanya permohonan penangguhan penhanan. Kedua, melihat dan mencermati 
tujuan dari adanya permohonan penangguhan penahanan, bahwa keduanya 
sama-sama memiliki kesamaan tujuan melindungi hak asasi manusia, dan tetap 
menghormati hak tersangka. Hal ini untuk menegakkan asas presumption of 
innonce sebagai yang dihargai dan dihormati oleh keduanya. Ketiga, 
berakhirnya penangguhan penahanan terjadi tersangka “wanprestasi” terhadap 
syarat-syarat yang telah dijanjikan sebelumnya, selain dari masa penangguhan 
penahanan telah habis atau karena adanya putusan yang membebaskan 
tersangka atau terdakwa. 
- Perbedaan antara pengaturan penangguhan penahanan menurut KUHAP 
dengan bail request (article 89-100, the code of criminal procedure of japan, 
act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) adalah yang Kesatu, meskipun 
sama-sama berkiblat pada sistem hukum eropa kontinental, di Jepang sistem 
hukum eropa kontinental telah bercampur dengan sistem hukum Anglo saxon 
serta sisem hukum lokal yang mengakibatkan kewenangan hakim dan proses 
beracara pidana menjadi berbeda. Kedua, KUHAP memberikan kewenangan 
pada tia-tiap instansi polisi, jaksa, dan hakim sebagai pihak yang dapat 
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memberikan penangguhan penahanan. Di dalam article 89-100, the code of 
criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006, 
wewenang untuk memeriksa dan memutus bail request hanya berada pada satu 
pihak yaitu hakim. Ketiga, jenis jaminan di dalam KUHAP ada jaminan 
berupa uang, jaminan berupa orang. Jenis jaminan ini bersifat fakultatif 
terhadap adanya permohonan penangguhan penahanan. Sedangkan di Jepang 
hanya dikenal jaminan dalam bentuk uang, dan jaminan ini merupakan syarat 
utama bagi putusan pembebasan adanya penangguhan penahanan. 
 
2. Kelebihan dan kelemahan pengaturan penangguhan penahanan 
menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) 
Kelebihan dari penangguhan penahanan menurut KUHAP adalah 
pemenuhan hak-hak asasi tersangka terutama mengenai penangguhan 
penahanan telah diatur secara lengkap, secara yuridis tidak relevan lagi untuk 
dipersoalkan. Bahkan jika meninjau ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP 
yang menyebutkan bahwa permohonan dapat diajukan dengan ada atau tanpa 
adanya jaminan uang atau orang. Mencermati hal tersebut terlihat adanya 
suatu keberpihakan aturan Undang-Undang ini untuk tetap menegakkan 
keadilan, dengan tetap berpegang pada prinsip kepercayaan. 
Kelemahan dari penangguhan penahanan menurut KUHAP adalah 
permohonan penangguhan tersebut dapat diberikan jika ada inisiatif dari 
tersangka, atau terdakwa, kerabat, keluarga dan kuasa hukumnya. Jika tidak 
ada inisiatif maka tidak akan ada proses penangguhan penahanan. 
Kelebihan dari bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) adalah 
hakim memiliki wewenang yang besar untuk berperan sebagai investigating 
judge pada tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga sesegera mungkin 
hakim dapat memutuska mengenai sah atau tidaknya penahanan. Dengan 
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kewenangan yang besar tersebut masih juga terdapat sistem check and 
balances, hakim wajib mendengarkan pendapat jaksa penuntut umum.  
Kelemahan dari bail request (article 89-100, the code of criminal 
procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) adalah 
penangguhan penahanan baru dapat dilaksanakan ketika telah dibayar dengan 
lunas perikatan bail request yang diminta. Hal tersebut menjadi syarat mutlak 
bagi pembebasan tersangka atau terdakwa.  
B. Saran 
1. Dengan telah diaturnya dengan jelas mengenai ketentuan akan penangguhan 
penahanan, seharusnya aparat penegak hukum mampu menjalankan fungsinya 
dalam melakukan tindakan upaya paksa dengan baik.  
2. Perlu ditekankan adanya pemberitahuan hak-hak tersangka yang wajib 
dilakukan oleh aparat penegak hukum, agar tersangka juga menyadari dan 
tahu akan hak-haknya.  
3. Selain itu di lain pihak individu yang telah mengajukan permohonan 
penangguhan penahanan juga wajib memenuhi tanggung jawabnya sesuai 
dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sehingga proses peradilan 
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